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Singkatan

APP
APRIL
BPS
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HTI
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IKPP
MHBM
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Arara Abadi - Perusahaan perkebunan yang terkait dengan IKPP dan APP
Asia Pulp and Paper

Asia Pacific Resources International Holdings

Biro Pusat Statistik

Perusahaan - Masyarakat

Pengembangan Masyarakat

Hutan Tanam Industri

Hutan Tanam Pola Kemitraan

Inti Indo Rayon - Perusahaan perkebunan terkait dengan TPL Pulp Mill
dan RAPP (hingga tahun 2002)

Indah Kiat Pulp and Paper

Mengelola Hutan Bersama Masyarakat

Musi Hutan persada - Perusahaan perkebunan terkait dengan group TEL
Mill dan Barito Pacific

Organisasi Non Pemerintah

Metode Distribusi Kerikil

Perkebunan Inti Rakyat

Pembinaan Masyarakat Desa Hutan

Perseroan terbatas

Riau Andalan Pulp and Paper Group

Sinar Mas Group

metrik ton (1000 kg)

Tanjung Enim Lestari Mill

Toba Pulp Lestari Pulp Mill

Wira Karya Sakti - Perusahaan perkebunan terkait dengan Lontar Papyrus
Mill dan Group APP



Daftar Istilah

Adat
Batak
Hutan Konversi

Panen

Hukum

Hukum Adat

Skema Usaha Patungan

Hutan karet
Kepala Desa
Kepala Dusun
Lahan Konflik

Hutan Bekas Tebangan
Marga

Biaya penggunaan terbaik

Skema penguasaan

Kemitraan

Reformasi

Tanaman Kehidupan
Tanaman unggulan lokal
Kategori manfaat

Tradisional, tradisi

Kelompok masyarakat adat paling penting di Sumatera Utara

Salah satu kategori hutan yang dapat ditebang. Area hutan

yang dapat dikonversi menjadi area agrikultur atau untuk

tujuan lain yang membutuhkan konversi keseluruhan dari penggunaan
lahan saat ini.

Pengambilan hasil perkebunan

Hukum

Hukum adat/tradisional

Suatu skema yang melibatkan para pemilik lahan (penyedia lahan
atau hutan, lahan atau pengelolaan hutan, atau keduanya) dan
industri pengolah atau pemerintah (penyedia modal awal/pendanaan,
pengelolaan dan pangsa pasar). Kontrak pembayaran (contoh
pembayaran tahunan sebagai sewa lahan/hutan) atau keuntungan
yang dihitung dan dibagi secara proporsional di antara para pihak
berdasarkan modal yang diberikan (termasuk resiko yang akan terjadi)
dan harga pasar saat panen. Keuntungan tidak harus diambil sebagai
pengembalian dana, tapi sebagai alternatif dapat juga sebagai bagian
dari hasil hutan atau dalam manfaat tidak langsung (contohnya jalan,
sekolah, pusat kesehatan ) (IIED 1999).

Istilah yang diberikan kepada tanaman Karet (Hevea brasiliensisi)
Pimpinan administrasi tingkat desa

Pimpinan administrasi tingkat dusun

Konsesi lahan yang masih diperebutkan antara masyarakat lokal
yang merasa memiliki dan sebagai pengguna dengan perusahaan
konsesi yang tidak dapat langsung melakukan kegiatannya (termasuk
penebangan, pemanenan dan penanaman)

Area hutan yang baru saja di tebang

Artinya kelompok adat/tradisional (Sumatera Selatan)

Biaya dari sumberdaya “x” yang telah dihitung sebagai pilihan
pemanfaatan terbaik dari sumberdaya. Sebenarnya menggambarkan
jumlah uang terkecil yang dapat diterima sebagai pengganti
sumberdaya atau perkiraan nilai dari sumberdaya.

Suatu skema yang melibatkan pengembang yang telah diberi kuasa
untuk mensuplai metarial hutan bagi perusahaan-perusahaan pengolah
(menurut harga yang telah ditentukan atau menurut harga pasar
saat panen), pengembang yang telah dikuasakan bertanggung jawab
terhadap silvikultur dan perawatan. Pengembang yang diberi kuasa
dapat saja secara individu sebagai pemilik lahan atau hutan, sebagai
kelompok individu-individu atau secara komunal. Pemerintah dapat
saja disebut sebagai pengembang yang diberi kuasa, mensuplai produk
dari lahan umum/hutan (contohnya menyediakan konsesi atau hak
pengambilan hasil kepada pengolah).

Hubungan atau kerjasama yang secara aktif dilakukan oleh dua
pihak atau lebih dengan ekspektasi penerimaan manfaat (Mayers dan
Vermeulen, 2002).

Periode demokrasi yang terjadi pasca 1998 di Indonesia
Tanaman-tanaman untuk kehidupan

Tanaman penduduk lokal

Setiap kategori ‘n” dimana setiap hutan, hasil alam, dan jasa digunakan
oleh masyarakat lokal dapat dikategorikan berdasarkan manfaat.
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Ringkasan Eksekutif

Pengembangan perkebunan kayu pada
lahan-lahan umum biasanya terkait dengan
perselisihan antar pihak dan institusi terkait
mengenai penguasaan sumber daya alam pada
lahan tersebut. Konflik-konflik yang terjadi
antara masyarakat adat dengan pemegang hak
pengelolaan swasta atau pemerintah umumnya
adalah akibat adanya hak kepemilikan yang
tumpang tindih. Di Indonesia, perusahaan-
perusahaan perkebunan masing-masing dapat
memiliki hak konsesi hingga 300.000 ha untuk
setiap konversi perkebunan melalui izin
HTI. Masalah utama yang menjadi perhatian
perusahaan perkebunan di Indonesia adalah
mencoba untuk meminimalisir area yang sedang
dalam konflik, terkait dengan tumpang tindih
dalam pengelolaan kawasan konsesi.

Dua bentuk pendekatan telah digunakan
dengan menargetkan masyarakat lokal yang
berhubungan dengan lahan yang sedang dalam
konflik di kawasan konsesi. Pendekatan-
pendekatan tersebut yaitu: investasi langsung
dalam bentuk pembayaran tunai, proyek
infrastruktur atau agrikultur di bawah
program Pengembangan Masyarakat (CD), dan
keterlibatan masyarakat sebagai mitra, dimana
perusahaan berbagi keuntungan dari hasil panen
dengan masyarakat.

Agar skema Perusahaan - Masyarakat
(CC) dapat berhasil dalam menargetkan
lahan masyarakat atau pribadi dalam area
konsesi, perusahaan harus menawarkan
sejumlah pendanaan yang menggambarkan
manfaat yang lebih tinggi bagi masyarakat
dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh
sekarang, dengan mempertimbangkan frekuensi
manfaat yang didapat. Perusahaan kurang
memperhitungkan nilai lahan bagi masyarakat
ketika membuat formulasi aspek keuangan
dan frekuensi pengembalian dari skema-skema
tersebut. Tentu saja skema yang ditawarkan
saat ini lebih banyak ditentukan oleh biaya
operasional perusahaan.

Tulisan ini difokuskan pada : (1) pengujian
dampak pengeluaran pengembangan masyarakat
(CD) pada lahan-lahan konflik dengan menggunakan
regresi ekonometri; dan (2) perkiraan nilai dari
area yang dikelola oleh masyarakat untuk
menentukan jumlah dana minimum yang harus
ditawarkan dalam skema kemitraan.

Studi ini dilakukan di Sumatera, dimana
terdapat pabrik-pabrik besar yang memenuhi
kebutuhan industri bubuk kertas (pulp)
di Indonesia hingga 75%. Kita telah pula
memasukkan analisis mengenai empat dari
lima perusahaan perkebunan kayu terbesar
yang dibangun untuk pembuatan bubuk kertas
yang terkait dengan pabrik-pabrik tersebut,
seperti Musi Hutan Persada yang terkait dengan
Tanjung Enim Lestari Pulp (Grup Barito Pacific);
Wira Karya Sakti di Jambi yang terkait dengan
pabrik pulp dan kertas Lontar Papyrus (group
APP); Arara Abadi di Riau yang terkait dengan
perusahaan Indah Kiat Pulp and Paper (APP
group) dan Inti Indo Rayon di Sumatera Utara
yang terkait dengan pabrik pulp dan rayon Toba
Pulp Lestari.

Untuk menganalisa pengaruh dari investasi-
investasi Pengembangan Masyarakat dalam
kawasan konflik, kita menggunakan model
regresi garis sebagai berikut:

LC k,i : ﬁ0+ ﬁl CD k,! + 8i

LC = area kawasan (ha) konflik (klaim-klaim
yang ada pada saat studi, 2003), sub indeks k
dan i masing masing mewakili kabupaten dan
perusahaan,

B, dan B, : masing-masing adalah nilai tengah
dan parameter dari variabel (kemiringan
garis).

CD : total uang (dalam dolar AS) yang digunakan
dalam pengembangan masyarakat.

¢ : probabilitas bias

Untuk mengevaluasi area konflik, kita
mengumpulkan data primer sejak Agustus
hingga November 2003, masing-masing selama
tiga minggu di setiap lokasi. Pekerjaan lapangan
dilakukan di dalam dan sekitar area konsesi HTI
dari masing-masing perusahaan perkebunan,
termasuk sub desa atau pemukiman Talang
Belanti di Sumatera Selatan; Bagan Tengah di
Jambi; Kuntu Toeroba dan Jiat Keramat di Riau;
dan Lumban Purba di Sumatera Utara.

Kita mewawancarai 26-30 kepala keluarga
per desa, termasuk laki-laki dan perempuan
dalam proporsi yang sama untuk melihat
perspektif pengetahuan dari kedua kelompok
tersebut. Satu orang diwawancarai per sekali
kunjungan per rumah. Wawancara dilakukan

vii
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pada pagi hari dan menjelang sore, sedangkan
siang hari digunakan untuk bersama-sama
dengan penduduk melihat area yang mereka
kelola atau sumberdaya alam yang mereka
panen.

Total biaya yang diinvestasikan dalam
pengembangan masyarakat secara statistik
menunjukkan pengaruh positif pada area yang
mengalami konflik (area yang dipengaruhi
oleh klaim): kabupaten dengan pembiayaan
yang besar menunjukkan jumlah area yang
dipengaruhi klaim yang lebih luas (2003).
Sehingga investasi Pengembangan Masyarakat
terlihat memunculkan klaim-klaim lahan jika
dibanding mengurangi klaim-klaim tersebut.
Hasil regresi menunjukkan bahwa setiap
400 dolar AS investasi dalam Pengembangan
Masyarakat memunculkan tambahan satu ha
lahan yang di klaim.

Sebagai tambahan, kita berharap untuk
mengobservasi lebih dari 2000 ha tanah
yang terjadi klaim pada setiap kabupaten
yang sedang dalam konsesi HTI, walaupun
pembiayaan pengembangan masyarakatnya
tidak ada sama sekali - luas area konflik oleh
karenanya juga dipengaruhi oleh faktor lain
yang tidak dimasukkan dalam model.

Sekitar 58% perbedaan yang terjadi pada
area yang sedang dalam klaim adalah akibat
dari perubahan atau perbedaan pada investasi
pengembangan masyarakat. Model ini relatif
tepat, walaupun terdapat elemen tambahan
lain yang menjelaskan ukuran area yang
dipengeruhi oleh klaim.

Area pasca tebang penting bagi kehidupan
masyarakat; dan kita mendapatkan informasi
mengenai 307 produk yang penting bagi
masyarakat di dalam 7 kategori. Namun tidak
ada satupun produk yang disebut sebagai sangat
penting atau kritis bagi masyarakat karena
masyarakat masih bisa mendapatkan pengganti
dari semua jenis tersebut.

Nilai rata-rata dari lahan yang digunakan
per ha per tahun dari setiap desa yang diteliti,
yang terdiri dari dua jenis lahan yang dikelola
masyarakat desa yaitu ladang dan kebun,
menunjukkan nilai antara 350 dolar AS hingga
730 dolar AS per tahun, mewakili 630 - 1400 dolar
AS per keluarga per tahun. Rentang nilai yang
cukup besar menunjukkan keragaman sistem:
dimana pada beberapa lokasi masyarakat
memiliki area yang lebih sempit yang dikelola
lebih intensif untuk pertanian dan menunjukkan
nilai per ha yang tinggi namun nilai yang rendah
per kepala keluarga. Sedangkan lokasi lain
memiliki kebun yang luas dengan nilai yang

rendah per ha namun memiliki nilai yang tinggi
per kepala keluarga.

Pengaruh positif dari investasi
Pengembangan Masyarakat terhadap besarnya
area yang dipengaruhi oleh klaim dapat
dijelaskan dengan fakta bahwa jumlah uang
yang besar dikeluarkan dalam satu desa
kecil. Hal ini akan memunculkan celah yang
besar bagi masyarakat untuk mendapatkan
manfaat keuangan yang besar dengan
memunculkan konflik lahan. Sebagai tambahan,
pengembangan infrastruktur (sosial, pendidikan,
jalan, dll) adalah merupakan komponen kuat
dalam program pengembangan masyarakat,
mendorong kembalinya masyarakat yang telah
meninggalkan desa (untuk mencari taraf hidup
yang lebih baik) ke desa atau kebun mereka.
Investasi tersebut menghasilkan insentif yang
diperlukan bagi mereka untuk melakukan klaim
hak atas tanah mereka (yang sebelumnya
ditinggalkan) yang telah menjadi konsesi.

Selanjutnya, beberapa bentuk pengeluaran
menjadi lemah untuk dijelaskan penggunaannya,
dan meninggalkan celah penggunaan uang yang
menguntungkan satu atau beberapa anggota
masyarakat, sehingga terdapat kemungkinan
pengeluaran uang yang tidak untuk memecahkan
isu konflik lahan masyarakat dan dapat
memungkinkan timbulnya konflik lainnya.

Walaupun hasil studi ini tidak mendukung
pengurangan atau peniadaan biaya-biaya
pengembangan masyarakat, perusahaan perlu
untuk lebih memahami alasan dan motivasi
dari klaim di dalam area HTI dan bagaimana
menginvestasikan Pengembangan Masyarakat
untuk mendapatkan manfaat bagi kedua
pihak, masyarakat dan perusahaan. Pada
tingkat perusahaan, analisis yang lebih dalam
diperlukan untuk mengkaji alasan-alasan klaim
ketika perusahaan menemukan lahan sedang
dipengaruhi klaim lebih luas, dimana uang yang
sudah dibelanjakan juga lebih besar. Temuan
kita memperlihatkan perlunya pemikiran ulang
secara benar bagaimana membelanjakan uang
dalam Pengembangan Masyarakat.

Kita bisa membantu meningkatkan
pemahaman perusahaan tentang pentingnya
lahan dan sumberdaya bagi masyarakat di
dalam kawasan HTI dengan memperlihatkan
bagaimana pentingnya sumberdaya tertentu
dan darimana masyarakat mendapatkannya.
Informasi ini penting dalam mengembangkan
skema pemberdayaan masyarakat yang berhasil
dengan memperhitungkan pemberian area dan
sumberdaya.



Nilai lahan dalam kawasan HTI berkisar
antara 350 hingga 700 dolar AS per ha per
tahun pada lima kawasan yang dipelajari. Nilai
tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan
manfaat yang diterima dari penanaman
tumbuhan untuk bubur kertas. Walaupun tidak
dapat membuat perbandingan antara nilai
lahan yang ditawarkan dan nilai yang dihitung
pada lokasi tertentu, perbedaan yang besar
antara kedua nilai tersebut merupakan suatu
penjelasan bagaimana rendahnya penerimaan
masyarakat terhadap perusahaan dalam suatu
perjanjian kemitraaan. Dan tidak ada satupun
yang berlanjut setelah periode satu rotasi
(7 tahun).

Penting untuk digarisbawahi bahwa nilai
yang dihitung menggambarkan nilai dari
suatu kawasan pada desa-desa tertentu yang
termasuk dalam studi ini dan tidak akan
menggambarkan keseluruhan area konsesi dari
setiap perusahaan. Metodologi yang digunakan,
yang berbasis kepada persepsi masyarakat,
berguna untuk menghitung jumlah uang yang
seharusnya ditawarkan dalam suatu perjanjian,
karena metodologi ini memperhitungkan apa
yang didapat oleh masyarakat dari suatu

area dan bagaimana mereka menilai manfaat
tersebut. Namun hasil tersebut tidak selamanya
mewakili masyarakat atau daerah lain. Nilai-
nilai yang ada hanyalah sebagai perkiraan
untuk pembanding atau nilai untuk daerah
studi tersebut saja. Namun perusahaan perlu
untuk menghitung daerah lainnya yang akan
dimasukkan dalam perjanjian.

Hasil studi lapangan memastikan bahwa
masyarakat sangat bergantung sepenuhnya pada
ekosistem yang telah dibuka (baik dari segi alam
maupun antropologis) untuk kehidupan mereka.
Belum ada satu studi khusus yang menunjukkan
keragaman produk yang dihasilkan dari daerah
ini atau menentukan tingkat kepentingan
relatif produk-produk tersebut bagi penduduk.
Perusahaan awalnya mempertimbangkan
kawasan-kawasan ini sebagai area yang tidak
memiliki nilai apapun bagi masyarakat.

Perusahaan perlu untuk menghitung
nilai area konsesi bagi masyarakat apabila
mereka mengharapkan adanya perubahan dan
penerimaan masyarakat dalam jangka waktu
panjang terhadap perjanjian antara masyarakat
dengan perusahaan.






Menuju Kemitraan Perusahaan - Masyarakat

PENDAHULUAN

Perhatian terhadap isu-isu sosial dan
pengembangan hubungan-hubungan sosial
terkait dengan penduduk lokal atau masyarakat
setempat telah semakin penting bagi
perusahaan-perusahaan perkebunan tanaman
di Indonesia dan seluruh dunia. Pengurangan
area tanam, terhentinya operasi, kerusakan
kebun, biaya-biaya transaksi merupakan akibat
dari masalah sosial yang akan menjadi beban
keuangan sekaligus reputasi buruk.

Perkebunan tanaman telah didorong
sebagai suatu cara untuk menghasilkan produk
hasil hutan dan mengurangi deforestasi. Secara
global, jumlah keseluruhan hutan tanaman
telah meningkat dari hampir 40 juta ha pada
tahun 1980 hingga menjadi lebih dari 80 juta
ha pada tahun 1995. Bahkan menjadi berlipat
ganda luasnya dalam lima tahun selanjutnya
hingga mencapai 187 juta ha pada tahun 2000
( FAO 1997, 2003a).

Meskipun mayoritas area perkebunan
tanaman dimiliki oleh pihak swasta, pengembangan
perkebunan ternyata juga dilakukan pada area
lahan publik. Tidak ada data pasti mengenai
kepemilikan lahan, namun kepemilikan
perkebunan yang telah dilaporkan adalah 33%
dimiliki oleh publik/masyarakat umum, 26% oleh
swasta dan 41 % tidak jelas (FAO 2001).

Perkebunan tanaman yang telah
dikembangkan pada lahan publik dapat
dihubungkan dengan konflik-konflik yang terkait
dengan penguasaan terhadap sumberdaya di
antara kelompok atau perwakilan. Konflik-
konflik yang terjadi antara masyarakat setempat
atau adat dengan swasta penerima konsesi atau
pemerintah utamanya adalah akibat tumpang
tindih hak (tidak selalu hak-hak yang diatur
secara legal) terhadap lahan. Hak-hak konsesi
dalam pengembangan perkebunan tanaman
serta lainnya, yang melibatkan hak-hak atas
lahan (seperti pemberian izin tambang dan

konsesi penebangan di dalam lahan yang
dimiliki oleh negara), telah memunculkan
konflik di Brasil (dan tempat-tempat lainnya)
(Borges 1996); Canada (UoA 1997); Guyana
(FPP 1994, 1999); Indonesia (Suyanto dkk.
2000, 2004; WALHI 2003); Sabah dan Serawak
di Malaysia (Wong 2001) Afrika Selatan dan
Zimbabwe (Mulenga 2000).

Di Indonesia konflik-konflik muncul dari
kenyataan bahwa hak-hak masyarakat atau adat
diakui namun tidak selalu dihargai. Masyarakat
yang telah menduduki dan mengelola lahan
negara dari generasi ke generasi memiliki
hak-hak penggunaan untuk kawasan tersebut
(dikenal sebagai hukum adat). Walaupun
hak-hak adat telah disetujui sebagai hukum
adat di dalam UU Kehutanan tahun 1999 dan
perundang-undangan lainnya, namun hak adat
atas lahan tidak ditemukan dalam kawasan
hutan, karena kawasan hutan tersebut masih
dikategorikan sebagai milik negara. Hal inilah
yang memicu kontroversi dan konflik.

Di Indonesia saat ini, hal penting yang
menjadi perhatian utama perusahaan perkebunan
tanaman adalah mencoba memperkecil konflik
lahan yang terkait dengan tumpang tindih
pengelolaan dalam bentuk konsesi. Saat ini
terdapat dua pendekatan yang telah digunakan
dengan sasaran lokal yang terkait dengan konflik
area konsesi.

Pendekatan tersebut adalah termasuk
manfaat pendanaan secara langsung,
pengembangan proyek infrastruktur atau
agrikultur dibawah program Pngembangan
Masyarakat yang telah disyaratkan secara
hukum (UU No. 5/1967; PP No. 7/1990; UU No.
41/1990; PP No. 34/2002)! dan keterlibatan
masyarakat sebagai mitra dalam pengembangan
perkebunan tanaman.

Pembiayaan dalam Pengembangan
Masyarakat memerlukan dana yang besar,

! Kewajiban pemegang konsesi HTI antara tahun 1990 sampai 2002 pada aspek Pengembangan
Masyarakat, antara lain: mendukung pembangunan area, pembangunan regional, dan pembangunan
kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar area kerja; mengalokasikan 20% kepemilikan
perusahaan kepada koperasi milik masyarakat, sebagai bentuk kompensasi untuk masyarakat;
menyisihkan 20% dari keuntungan perusahaan untuk membimbing dan mengembangkan Koperasi
Unit Desa (KUD) dan warga miskin yang membutuhkan bantuan; membantu pemerintah membangun
fasilitas keagamaan, kesehatan dan pendidikan (WALHI 2003).
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Table 1. Karakteristik empat perusahaan perkebunan yang dipelajari

Musi Hutan Persada Wira Karya Sakti  Arara Abadi  Inti Indo Rayon
Lokasi (Propinsi) Sumatera Selatan Jambi Riau Sumatera Utara
Tahun konsesi 1996 1996 1996 1984, 1992, 1994
Tutupan lahan pada saat  rumput, semak + Hutan tebangan Hutan pinus + hutan
awal (jenis) tebangan tebangan tebangan
Biaya-biaya pendampingan
masyarakat® (US$ *000) 1527 401 2222 274
Luas area konsesi (ha) 296.400 203.449 299.975 284.060
Luas area tanam (ha) 193.500 96.018 148.346 46.000
Lahan yang di klaim® (ha) 26.620 15.000 36.443 4.000

Sumber: DEPHUT (2003) dan data perusahaan-perusahaan.

a 1998-2002, kecuali untuk Inti Indo Rayon (1997-2001).
b Klaim-klaim sekarang (2003).

bervariasi dari satu perusahaan dengan
perusahaan lainnya serta kasuistik (Tabel 1).
Walaupun terdapat satu persepsi umum dari
perusahaan-perusahaan perkebunan bahwa
investasi dalam Pengembangan Masyarakat
akan memberikan suatu gambaran positif bagi
perusahaan dan memperbaiki hubungan mereka
dengan masyarakat lokal, masih belum secara
pasti diketahui apakah investasi-investasi
tersebut memberikan efek langsung dalam
mengurangi jumlah lahan yang menjadi konflik
bagi perusahaan-perusahaan.

i

Penanaman sayuran yang dikembangkan oleh petani dengan dukungan perusahaan (Foto oleh Philippe Guizol)

Pada sisi lain, dalam kerjasama-kerjasama
kemitraan dengan masyarakat, perusahaan yang
mengelola lahan konflik dan berbagi keuntungan
saat pemungutan hasil, juga menawarkan
kesempatan kerja selama pengembangan
perkebunan. Keuntungan dihitung berdasarkan
pendapatan dikurangi biaya-biaya operasional
perusahaan tanpa memasukkan perhitungan nilai
lahan (yang disumbangkan masyarakat kepada
sistem tersebut). Alasan utama adalah bahwa
perusahaan-perusahaan telah mendapatkan
ketetapan legal terhadap hak atas lahan.




Strategi kerjasama kemitraan sama pada semua
perusahaan, yaitu menawarkan pembagian
(40% untuk mitra masyarakat) keuntungan atau
produk. Walau perusahaan melihat perjanjian
tersebut sebagai cara untuk menangani dan
mengurangi konflik lahan, akan tetapi mereka
juga sadar akan adanya penerimaan yang rendah
dari masyarakat dan mengalami kesulitan dalam
mempertahankan perjanjian tersebut lebih dari
satu periode rotasi.

Dokumen ini memfokuskan pada: (1)
pengujian efek dari pembiayaan pengembangan
masyarakat pada lahan konflik dengan regresi
ekonometri, (2) memperkirakan nilai area yang
dikelola oleh masyarakat untuk menghitung
jumlah minimal pendanaan yang harus
disampaikan dalam skema kemitraan.

Fokus pertama harus mampu
memperlihatkan pengaruh dari pembiayaan-
pembiayaan Pengembangan Masyarakat
terhadap konflik-konflik lahan dan dapat
menjadi alat dalam proses pengambilan
keputusan bagi perusahaan. Fokus kedua
(mendapatkan nilai lahan) dapat digunakan
dalam membantu mengurangi konflik-konflik
lahan dan memastikan adanya penerimaan

Hutan karet (Hevea brasiliensis) dalam area konsesi HTI (Foto oleh Philippe Guizol)

Menuju Kemitraan Perusahaan - Masyarakat 3

kemitraan dalam jangka panjang apabila
perusahaan dan masyarakat menggunakan nilai
tersebut sebagai harga dasar yang ditawarkan
atau diterima untuk konversi lahan bagi
perkebunan tanaman.

Pengenalan Area Studi

Indonesia pada akhir era 80-an secara besar-
besaran menginvestasikan pengembangan
industri bubuk kertas (pulp). Total kapasitas
produksi di Indonesia meningkat dari 515.000
ton/tahun pada 1987 menjadi 3,9 juta ton/
tahun pada tahun 1997 (Barr 2001). Total
produksi hingga tahun 2002 mencapai 5,6 juta
ton (FAO) 2003b).

Untuk memastikan suplai serat bagi
industri bubuk kertas yang baru dikembangkan,
banyak area lahan hutan yang dikelola oleh
pemerintah telah dialokasikan izinnya bagi
kepentingan Hutan Tanaman Industri (HTI) sejak
19842 sebagai suatu upaya mempromosikan
kepentingan negara dalam pengembangan
hutan tanaman. Total keseluruhan kawasan
yang telah dialokasikan melalui izin-izin HTI
mencapai 5,38 juta ha (DEPHUT 2003) dimana
hampir 41% terkonsentrasi di Sumatera.

2 Keputusan Menteri Kehutanan No. 20/Kpts-11/1983; No. 320/Kpts-11/1986; No. 471/Kpts-11/1989; Peraturan

Pemerintah No. 7/1990
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Ekstraksi karet dari kawasan hutan pada area konsesi HTI di Jambi (Foto oleh Philippe Guizol)

Adanya lahan yang akan digunakan untuk
pengembangan HTI mulanya adalah akibat tidak
produktifnya hutan produksi, dan diprioritaskan
pada lahan tidur, padang rumput/semak dan
hutan tidak produktif lainnya. Sejak tahun 1990,
pengembangan HTI telah diizinkan untuk area
yang tidak produktif “melalui aturan hutan
produksi”,contohnya adalah apabila tingkat
produktivitas di bawah 20 m3/ha dari jenis-
jenis komersial dengan diameter 30 cm (Barr
2001), hanya 2 médi bawah produktivitas hutan
tropis normal (Marchack 1995; WALHI 2003).
Area-area yang tidak produktif tersebut, yang
secara resmi dikategorikan sebagai hutan-hutan
konversi®, mencapai kira-kira 14 juta ha lahan
hutan (MoF 2003).

Industri bubur kertas bisa menggunakan
semua jenis kayu dengan diameter di atas 10 cm
sebagai bahan bubur kertas dan produk-produk
turunan lainnya. Izin HTI yang dikeluarkan
memperbolehkan pemilik konsesi untuk
menebang habis area yang telah dialokasikan
(hingga 300.000 ha) dan menggunakan kayunya
untuk memenuhi kebutuhan operasional tahun

pertama. Perjanjian-perjanjian yang ada
biasanya untuk masa waktu panjang (42 tahun
untuk konsesi sebelum 1999 dan 100 tahun
untuk konsesi setelah 1999) dan perusahaan
perkebunan diharapkan untuk menanam jenis
tanaman yang dibutuhkan bagi industri mereka
secara berkelanjutan.

Seperti yang disebut diatas, kawasan
yang luas dengan status legalnya sebagai milik
negara, sering tumpang tindih dengan lahan-
lahan desa dan masyarakat adat. Beberapa area
memiliki perkebunan tanaman karet (Hevea
brasiliensis), perkebunan jangka pendek dan
kopi (utamanya di Sumatera Utara) dengan
proporsi nilai kayu yang berpengaruh secara
komersial (Kartidihardjo dan Supriono 2000);
atau hutan karet* yang dikelola masyarakat
lokal. Sehingga akhirnya terjadi tumpang
tindih kepentingan dan memunculkan konflik
kawasan.

Lengsernya pemerintahan Presiden
Suharto pada tahun 1998 secara bersamaan
menampakkan permasalahan-permasalahan
dari hak penggunaan lahan yang baru (HTI)

% Hutan konversi dapat ditebang habis dan digunakan untuk lahan pertanian atau kegunaan lain yang memerlukan

konversi total dari lahan tersebut.

4 Hutan karet (Hevea brasiliensis) yaitu karet yang ditanam untuk mengisi lahan yang kosong.



dengan hak-hak lokal. Di bawah rezim Suharto
masyarakat tidak diperbolehkan untuk
menyampaikan protes atau klaim secara
terbuka. Baru setelah 1998, suatu periode
yang disebut sebagai masa reformasi yang
juga meliputi reformasi hukum, peran besar
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan
didorong (UU No. 41/1999, pasal 4) bersama
dengan implementasi dari kebijakan pembagian
peran dan desentralisasi (UU No. 22/1999 tentang
Pemerintahan Lokal, dan UU No. 25/1999
tentang Perimbangan Keuangan). Perubahan
ini merupakan suatu bentuk transisi dari yang
otoriter kepada rezim demokratis yang juga
berbarengan dengan pengurangan penegakan
hukum, sehingga memungkinkan masyarakat
untuk secara bebas menyampaikan protes. Desa
dan kelompok masyarakat kadang dibantu oleh
Ornop dan asosiasi lain mulai menyampaikan
keberatan dan mempertahankan dengan sekuat
tenaga apa yang mereka sebut sebagai lahan-
lahan mereka.

Bagian dari hutan dalam konsesi HTI yang di klaim oleh masyarakat lokal (Foto oleh Julia Maturana)
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Permasalahan-permasalahan ini menjadi
lebih nyata pada kawasan-kawasan luas yang
dikembangkan untuk industri perkebunan.
Masyarakat mulai mengajukan keberatan kepada
pemerintah daerah dan mempertanyakan
kompensasi dari pengambilan lahan untuk
konsesi secara terbuka dan bahkan menghalangi
operasional perusahaan dengan memblokade
ruas jalan utama perusahaan. Mereka melakukan
pembakaran di lahan kebun atau bahkan
menduduki kawasan yang mereka klaim dan
menolak untuk dipindahkan (Suyanto dkk. 2000;
wawancara pribadi).

Area konsesi yang sedang dalam konflik
adalah masalah yang sangat diperhatikan oleh
perusahaan perkebunan, karena akan sangat
mahal pengaruhnya terhadap industri bubur
kertas (Sister pulp mill)® apabila keberlanjutan
suplai kayu terpengaruh. Dalam setiap 5 ha
lahan, apabila tidak menghasilkan, maka
keuntungan yang hilang bisa mencapai 38.000
dolar AS®. Perusahaan bubur kertas tidak bisa

® Sister pulp mill artinya pabrik yang dimiliki oleh kelompok yang sama dalam satu rantai produksi yang

terintegrasi.

6 Berdasarkan produksi rata-rata kayu 200 m* kayu/ha: kebutuhan untuk memproduksi 1 ton bubur kertas adalah
4,5 m?; harga jual 560 dollar AS/ton dari BHKP dan marjin keuntungan kotor 30%. Harga bubur kertas berdasarkan
harga yang dipakai oleh APP (APP 2002) berdasarkan harga pada Ramalan Kertas Grafis Asia (RISI) untuk tahun
2003. Marjin keuntungan diperoleh dari model keuntungan Sachs (1998) untuk sektor kertas dan bubur kertas di

Indonesia.



mengalami pengurangan suplai di dalam
operasinya dan harus terus menerus berjalan
dengan waktu istirahat yang sangat pendek
hanya untuk perawatan dan perbaikan
mesin dan alat lainnya. Biaya tetap yang
tinggi dari perusahaan, yang terkait dengan
pembayaran hutang’, memaksa perusahaan
untuk tetap beroperasi. Biaya suku bunga dari
industri bubur kertas Indonesia diperkirakan
sebesar 100 dolar AS/ton bubur kertas (Sachs
1998).

Dinamika Saat ini
Perusahaan-perusahaan perkebunan harus
menyisihkan antara 3% hingga 9% dari area
konsesi mereka di bawah pengelolaan
masyarakat (tanaman kehidupan atau tanaman
unggulan lokal) ( data perusahaan). Perusahaan
menargetkan masyarakat dalam program
Pengembangan Masyarakat dan skema kemitraan
untuk mengurangi lahan-lahan konflik, tetapi
tingkat keberhasilannya kecil.

Di samping promosi yang kurang, gambaran
perusahaan yang minim dan reputasi merupakan
penyebab kurangnya penerimaan terhadap
skema perusahaan. Hal yang paling penting
adalah masyarakat beranggapan bahwa manfaat
pendanaan tidaklah cukup. Beberapa skema
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dianggap tidak berguna untuk dijalankan.
Masyarakat desa juga skeptis terhadap periode
yang panjang sebelum manfaat mereka terima.
Saat ini perusahaan-perusahan tidak terlalu
memperhitungkan nilai dari lahan ketika
mereka memformulasikan aspek keuangan
dan frekuensi pengembalian dari skema
tersebut - istilah skema yang ada saat ini lebih
cenderung ditentukan oleh biaya operasional
perusahaan.

Agar skema Perusahaan - Masyarakat yang
menargetkan lahan-lahan masyarakat dan publik
berjalan sukses, perusahaan harus menghitung
biaya penggunaan terbaik® dari lahan dan
menawarkan jumlah yang menggambarkan
manfaat yang besar bagi masyarakat dibanding
dengan manfaat lahan yang mereka dapatkan
saat ini, dengan memperhitungkan frekuensi
diperolehnya manfaat-manfaat tersebut.

Bagian selanjutnya dari laporan ini adalah
memperjelas pendekatan yang digunakan;
memberikan penjelasan lebih jauh dari 5
studi kasus yang dianalisis; detail metode
dalam pengumpulan data dan analisa;
penggambaran karakteristik dari setiap lokasi
studi; menyampaikan dua bentuk hasil dan
membahas relavansi hasil hingga kesimpulan
dengan beberapa rekomendasi.

7 Jumlah hutang APP saat ini adalah 13,9 miliar dollar AS (Jones 2003).

8 Biaya penggunaan terbaik, dalam istilah ekonomi, adalah biaya sumberdaya X yang dihitung berdasarkan alternatif
penggunaan terbaik. Biaya ini mewakili harga minimum yang bersedia diterima oleh suatu pihak untuk sebuah
sumberdaya, dan oleh karenanya merupakan ukuran nilai dari sumberdaya tersebut.



BATASAN STUDI

Hingga saat ini, masih sedikit aktivitas yang
dilakukan untuk menghitung nilai area yang telah
dikonversi menjadi perkebunan-perkebunan
tanaman kayu untuk bubur kertas. Riset CIFOR
terbaru (Nawir dkk. 2003) mencatat pentingnya
menghitung nilai global dari area dalam
perjanjian Perusahaan - Masyarakat sebagai
suatu cara yang bisa memastikan keberlanjutan
skema. Kesulitan dalam memperkirakan nilai
lahan masyarakat terletak pada tidak adanya
suatu pasar khusus untuk lahan dan sebaran yang
luas dari barang dan jasa penting bagi kehidupan
masyarakat. Lahan yang dikelola oleh masyarakat
adalah sumberdaya konstan untuk pangan, papan,
obat-obatan, serta produk dan jasa lainnya, yang
penting sebagai sumber pendapatan atau sebagai
pengganti pendapatan. Tidak adanya harga pasar
yang bisa diketahui merefleksikan nilai lahan
yang rendah yang diberikan oleh perusahaan
sebagai nilai sumberdaya lahan dalam perjanjian-
perjanjian.

Dengan hanya mempertimbangkan
sumberdaya-sumberdaya yang pasti, contohnya
pohon karet, perusahan mengesampingkan
penggunaan dan sumberdaya hutan lainnya.
Walaupun sumberdaya tersebut tidak penting
dalam situasi moneter saat ini atau mengalami
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kesulitan harga, sumberdaya tersebut dapat
saja menjadi sangat penting bagi kehidupan
masyarakat. Hal inilah yang selanjutnya akan
menghasilkan kesulitan-kesulitan dan konflik
untuk bagaimana mencapai kesepakatan yang
melibatkan perubahan penggunaan lahan.
Penilaian secara tepat dan masukan dari kedua
belah pihak, termasuk pertimbangan masukan
non moneter, menjadi sangat penting dalam
mengembangkan perjanjian kemitraan yang
dapat bertahan hingga jangka panjang (FAO
2002).

Biaya penggunaan terbaik dari lahan
masyarakat yang akan dimasukkan dalam
perjanjian kerjasama Perusahaan - Masyarakat
harus juga mencakup produk dan jasa yang
diperoleh dari lahan. Kemudian nilai-nilai
tersebut digambarkan sebagai tujuan, bentuk-
bentuk yang dapat dipercaya dan bisa untuk
dibandingkan untuk digunakan di dalam
skema. Selanjutnya kita memperkirakan biaya
penggunaan terbaik dengan mengkaji nilai dan
kepentingan dari lahan dan sumberdaya bagi
masyarakat lokal pada kawasan konsesi HTI.
Dalam konteks ini, nilai lahan adalah termasuk
seluruh barang, komoditas dan jasa yang
diberikan lahan tersebut kepada masyarakat.
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STUDI KASUS

Lokasi studi kasus ini adalah kepulauan
Sumatera dimana terdapat industri-industri
kayu besar dengan nilai kapasitas hingga
75% dari total keseluruhan produksi bubur
kertas (Barr 2001). Analisis meliputi empat
dari lima perusahaan perkebunan kayu untuk
bubur kertas terbesar yang terkait dengan
industri bubur kertas (Gambar 1). Perusahaan
perkebunan yang dimaksud adalah:
e Musi Hutan Persada di Sumatera Selatan,
terkait dengan Tanjung Enim Lestari
Pulp Mill (kelompok Barito Pacific)
e Wira Karya Sakti di Jambi, terkait
dengan Lontar Papyrus Pulp and Paper
Mill (kelompok Asia Pulp and Paper
(APP))

e Arara Abadi di Riau, terkait dengan
Indah Kiat Pulp and Paper Mill (kelompok

APP)

e IntiIndo Rayon di Sumatera Utara, terkait
dengan Toba Pulp Lestari (sebelumnya
Indo Rayon) Pulp and Rayon Mill (62 %
dimiliki oleh APRIL hingga 2002).

Hal-hal yang menjadi pertimbangan saat
menentukan lokasi studi adalah: adanya konflik
lahan dalam area konsesi; lahan konflik yang
ditargetkan memiliki pendekatan-pendekatan
yang sama, contohnya dengan pembiayaan
Pengembangan Masyarakat; kesamaan ukuran
luas area konsesi, kesamaan periode konsesi

Gambar 1. Lokasi empat perusahaan perkebunan kayu untuk bubur kertas yang termasuk dalam studi ini
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dan kemauan untuk berpartisipasi dalam studi
ini. Kesamaan dan perbedaan yang utama
secara detail dapat dilihat pada Tabel 1,
sementara karakter khusus yang penting akan

dijelaskan di bawah ini.

Musi Hutan Persada (MHP)

Perusahaan perkebunan Multi Hutan Persada
mendapatkan hak konsesi seluas 296.400 ha
lahan yang terdiri dari 50% padang rumput dan
semak, dan 50% lainnya hutan-hutan bekas
tebangan. Penanaman pertama dilakukan pada
tahun 1991, walaupun secara formal hak konsesi
telah diberikan sejak 1996 dengan luas area
tanam lebih dari 160.000 ha.

Area konsesi tersebar dalam 5 kabupaten
dengan 50% lebih terkonsentrasi di Kabupaten
Muara Enim. Jumlah keseluruhan area yang
dipengaruhi oleh klaim-klaim hingga saat studi
ini dilakukan adalah 125.000 ha (40% dari
keseluruhan area konsesi). Hingga tahun 2003,
klaim-klaim yang belum terselesaikan mencapai
27.000 ha.

Masyarakat-masyarakat yang ditarget
menerima biaya operasional, pengelolaan
dan biaya produksi dibawah skema Mengelola
Hutan Bersama Masyarakat (MHBM). Di bawah
skema ini, perusahaan memiliki hak kelola
lahan yang diklaim dan masyarakat menerima
sekitar 0,29 dolar AS per m® dari total kayu®
yang dihasilkan pada saat akhir rotasi dalam
satu periode. Biaya operasional dan pengelolaan
yang ditawarkan pada 2 - 3 tahun pertama
operasi dikaitkan dengan pengembangan-
pengembangan perkebunan. Satu kasus telah
diselesaikan dengan memberikan kompensasi
39 dolar AS/ha kepada kelompok marga dalam
area lebih dari 12.000 ha yang dikelola dibawah
skema MHBM.
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Sebagai tambahan, perusahaan menawarkan
kesempatan investasi agrikultur kepada
masyarakat, menginvestasikan infrastruktur
sosial, dan menyediakan dana untuk beasiswa
dan bentuk-bentuk dukungan lainnya untuk
masyarakat. Beberapa investasi sudah dimulai
sejak tahun 1991 di bawah program Pengembangan
Masyarakat dengan target masyarakat yang dekat
dengan area konsesi. Tidak ada catatan mengenai
jumlah dana yang dikeluarkan untuk program
Pengembangan Masyarakat pada tahun-tahun
pertama namum staf program Pengembangan
Masyarakat memperkirakan jumlah keseluruhan
dari periode yang dilaporkan (Tabel 2). Jumlah
pengeluaran yang rinci hanya tersedia untuk
tahun 2002 yaitu sejumlah 540.000 dolar AS
(Tabel 2)

Wira Karya Sakti (WKS)

Perusahaan perkebunan Wira Karya Sakti
memulai kegiatan tahun 1990 dengan luas
keseluruhan area konsesi mencapai 203.449
ha. Secara formal hak pengelolaan didapatkan
tahun 1996. Area yang ada berupa hutan bekas
tebangan yang tersebar di empat kabupaten
dengan total 60% nya terletak di Kabupaten
Tanjung Jabung Barat. Hampir 70% dari area
tersebut adalah rawa air tawar dengan aktivitas
ekonomi utamanya adalah penebangan kayu
untuk industri kayu setempat. Rata-rata
produksi kayu di hutan rawa air tawar WKS
diperkirakan mencapai 150 m®/ha, yang
menggambarkan pendapatan sebagai penebang
liar dalam kawasan ini antara 175 hingga
292 dolar AS per bulan (AMEC 2001). Hal ini
merupakan tekanan yang sangat kuat terhadap
hutan yang masih ada®.

Sedangkan untuk kawasan lahan daratan,
masyarakat lokal utamanya memafaatkan

Tabel 2. Perkiraan jumlah (dalam dolar) yang telah dikeluarkan dalam program Pengembangan

Masyarakat per tahun di MHP

Pengeluaran 1990-1998* 1999-2001* 2002

Percobaan Agrikultur 39.237,8
Bantuan untuk masyarakat 30.888,2
Pendidikan 20.904,2
Dukungan bagi masyarakat 52.721,7
Infrastruktur 392.311,6
Total 652.533 113.047 536.063,5

* Perhitungan estimasi area MHP untuk th.1990-1998 dan 1999-2001 (tidak ada data).

9 Istilah kayu yang dipanen mengacu kepada kayu yang sengaja ditanam, sedangkan “kayu yang ditebang” mengacu

kepada hutan alami.

0 Upah rata-rata buruh produksi di Indonesia pada tahun 2000 adalah sekitar 47 dollar AS per bulan (BPS 2003)
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lahannya untuk hutan karet (diperkirakan
mencapai 1 juta ha pada akhir 80-an; Chomitz dan
Griffiths 1996), kebun karet dan perkebunan sawit
(diperkirakan akan mencapai 250.000 ha; Griffiths
dan Fairhurst 2003) dengan kira-kira 34% dikelola
sebagai usaha kecil (Potter dan Lee 1998).

WKS telah melakukan pembersihan lebih
dari 96.000 ha yang sebelumnya adalah bekas
tebangan guna pengembangan perkebunan
Acacia spp, dan tetap mempertahankan 70.000
ha sebagai hutan rakyat dan kebun (WKS 2003).
Laporan keseluruhan jumlah area yang terkena
klaim adalah seluas hampir 40.000 ha, sementara
klaim-klaim lahan yang belum terselesaikan
hampir mencapail5.000 ha di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dan Timur (dalam 2003).

Skema yang ditawarkan kepada masyarakat
yang mengklaim area konsesi disebut sebagai
Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK) yang
menawarkan 40% pembagian keuntungan dari
hasil penjualan kayu akasia kepada industri kayu
Lontar Papyrus pada akhir rotasi setelah tujuh
tahun. Perkiraan saat ini adalah'* pembagian
yang diterima masyarakat yang termasuk dalam
skema ini adalah 62 dolar AS/ha per tahun.

Seperti halnya MHP, WKS menginvestasikan
dananya kepada biaya-biaya yang tidak rutin
dengan target masyarakat sekitar dalam
program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan
(PMDH). Pengeluaran yang telah tercatat pada
program PMHD sejak 1998 kurang lebih 80.000
dolar AS per tahun (lihat Tabel 3).

Arara Abadi (AA)

Perusahaan Arara Abadi (AA) adalah cabang
perusahaan Indah Kiat Pulp and Paper, memulai
operasinya pada tahun 1990 (sedangkan
pabriknya sendiri telah berjalan sejak 1984).
Sebelum perusahaan perkebunan ini secara
formal dibentuk, industri kayunya mengelola

Julia Maturana, Nicolas Hosgood, dan Aditya Alit Suhartanto

penebangan secara internal pada divisi
kehutanan untuk area konsesi lebih dari 40.000
ha. Konsesi formal yang diberikan tahun 1996
adalah untuk area seluas 299.975 ha. Area
konsesi tersebar pada tujuh kabupaten, dimana
72% terletak di Kabupaten Siak dan Pelalawan
yang dikategorikan sebagai hutan bekas
tebangan dengan 60% nya merupakan rawa air
tawar dengan perkiraan produksi kayu lebih dari
150 m3/ha (Komunikasi pribadi, AA).

Total area yang terkena klaim berjumlah
80.000 ha lebih, dengan area yang masih dalam
klaim (hingga 2003) sekitar 37.000 ha sehingga
memberikan pengaruh kepada hampir 30%
dari area konsesi yang “memungkinkan untuk
penanaman”. Area tersebut tidak termasuk
pemukiman, infrastruktur, area konservasi,
kawasan penyangga dan area yang dikelola
untuk jenis tanaman non-bubur kertas. Dalam
menangani isu klaim lahan, perusahaan
menggunakan skema 2 seperti pada perusahaan
WKS, namun tidak terlalu berhasil.

Arara Abadi menginisiasi program
Pengembangan Masyarakat tahun 1995 dengan
rata-rata pembiayaan sekitar 1,2 juta dolar AS
per tahun (detailnya lihat Tabel 4).

Inti Indo Rayon (lIR)

Total area seluas 284.060 ha telah dikonsesi
melalui tiga izin pada tahun 1984, 1992 dan
1994 oleh perusahaan perkebunan Inti Indo
Rayon di Sumatera Utara. IIR menginisiasi
operasi pertamanya pada tahun 1988 untuk
mensuplai industri bubur kertas Indorayon
(sekarang disebut sebagai Toba Pulp Lestari).
Industri ini membutuhkan 180.000 ton bubur
kertas setiap tahunnya hingga 1993, dan
akan meningkat hingga 240.000 ton pertahun
seiring dengan perluasan industrinya. Kapasitas
produksi tersebut membutuhkan suplai tetap

Tabel 3. Catatan jumlah (dalam dolar) yang telah dikeluarkan pada program Pengembangan

Masyarakat per tahun di WKS

Pengeluaran 1998 1999 2000 2001 2002
Pendidikan, pelatihan, biaya

keagamaan dan sosial 16.936,4 36.849,2 39.599,6 41.617,6  50.695,8
Infrastruktur sosial dan

keagamaan 56.623,7 62.635,1 28.860,2 33.093,1 34.193,3
Agrikultur, agroforestry dan

konservasi 4,49 0 262,7 194,91 0

Total 73.564,6 99.484,3 68.722,5 74.905,61 84.889,1

1 Perkiraan didasarkan pada informasi yang disediakan oleh pihak perusahaan terkait dengan harga per ton saat ini
yang diterima oleh peserta HTPK., dengan perkiraan yield (keuntungan) sebesar 182 dollar AS/ton.
2 Kedua perusahaan perkebunan termasuk dalam kelompok manajemen APP.
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kira-kira 800.000 m® dan 1 juta m® kayu®.
Rata-rata per bulan pembersihan lahan adalah
700 ha* hingga 1993 dan setelah tahun 1993
pembersihan lahan mencapai 1000 ha/bulan
hingga mereka dapat memungut hasilnya di
tahun 1995.

Area konsesi tersebar di 5 kabupaten dengan
hampir 50% terkonsentrasi di Kabupaten Tapanuli
Utara. Kawasan terdiri atas tanaman pinus
yang ditanam oleh masyarakat melalui program
penghutanan kembali awal 80-an (30%), hutan
sekunder dengan tanaman kayu keras campuran
(68%) dan padang rumput (2%).

Saat ini (2003) area yang diklaim oleh
masyarakat lokal dilaporkan kurang dari 4000 ha,
sangat kecil dibandingkan dengan perusahaan
lainnya. Namun demikian, penebangan secara
konstan pada area tersebut memberikan
pengaruh besar bagi masyarakat sekitar, namun
tidak memunculkan masalah sosial “yang
menarik perhatian” karena seluruh aktivitas
penebangannya terjadi sebelum 1998, dimana
protes masih dianggap ilegal.

Namun selanjutnya, masalah-masalah
terlihat meningkat dan pabrik menghadapi
beberapa kesulitan sosial; termasuk kekacauan

Partisipasi petani dalam skema PIR pada IIR (Foto oleh Julia Maturana)

Julia Maturana, Nicolas Hosgood, dan Aditya Alit Suhartanto

dan protes. Akibat situasi ini akhirnya pemerintah
menutup pabrik tersebut pada tahun 1999.
Pabrik memulai kembali usahanya dengan nama
baru. Perusahaan tersebut saat ini berada dalam
situasi yang sangat sulit saat menghadapi tekanan
sosial dalam menangani masyarakat. Perusahaan
perkebunan berurusan dengan masyarakat
dalam situasi dimana pemerintah daerah dan
pusat mengamati dan mempengaruhi perjanjian
Perusahaan - Masyarakat dan niat baik perusahaan
untuk mengatasi permasalahan-permasalahan
sosial (komunikasi pribadi dengan pihak TPL).
Pemerintah daerah memutuskan nilai yang harus
dibayar kepada masyarakat dalam skema bersama
yang disebut Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

Kurang lebih 120.000 ha tanah (45% dari total
area) ditutupi oleh jenis-jenis lokal yang ditanam
oleh masyarakat untuk kehidupan mereka,
selebihnya dialokasikan ke desa, pemukiman
atau ladang. Area yang dialokasikan untuk
konservasi dan infrastruktur merupakan 32% dari
seluruh kawasan dan sisanya diperuntukan bagi
pengembangan kebun (TPL 2002).

Program Pengembangan Masyarakat dimulai
tahun 1995 dan rata-rata pembiayaan adalah
53.000 dolar AS per tahun (lihat Tabel 5).

¥ Menggunakan nilai konversi 4,5 m® untuk setiap ton bubur kertas.
4 Dengan anggapan rata produksi kayu sebesar 91,5 m®/ha, yang merupakan perkiraan persediaan hutan bekas
tebangan di Sumatera, termasuk semua jenis kayu dengan diameter 10 cm ke atas (Simangunsong 2003).




Menuju Kemitraan Perusahaan - Masyarakat

METODOLOGI

Investasi Pengembangan
Masyarakat dan Konflik Lahan

Untuk menganalisa pengaruh dari investasi
Pengembangan Masyarakat dan pengaruh
investasi tersebut pada lahan yang terkena
konflik, kita menggunakan model regresi linear
sebagai berikut:

LC i B+ B, CD +g

LC = area kawasan (ha) konflik (area yang
sedang dalam klaim pada saat studi, 2003),
sub indeks k dan i masing masing adalah nilai
kabupaten dan perusahaan,

B, dan B,: masing-masing adalah nilai tengah
dan parameter dari variabel (kemiringan
garis).

CD: total uang yang digunakan dalam
Pengembangan Masyarakat.

€: probabilitas bias

Model tersebut di atas menganalisa
pengaruh dari total pembiayaan (tujuan utama
studi) pada klaim-klain yang ada (yang masih
terjadi pada saat studi, 2003). Model tersebut
tidak mengkaitkan pengeluaran tahunan
dengan klaim tahunan agar terhindar dari
pengukuran dampak dari klaim terhadap biaya
Pengembangan Masyarakat.

Informasi yang diperlukan dalam mengisi
regresi tersebut didapatkan dari perusahaan-
perusahaan. Setiap perusahaan menyediakan
informasi pembiayaan Pengembangan
Masyarakat secara rinci menurut pedoman
anggaran dan kabupaten, perusahaan juga
memberikan informasi mengenai area yang
terkena klaim di setiap kabupaten yang termasuk
dalam area konsesi. Secara keseluruhan ada 21
kabupaten yang dimasukkan dalam regresi ini
(Tabel 1-5).

Dua kali kunjungan untuk masing-masing
perusahaan dilakukan pada bulan Maret,
April, Agustus, September dan Oktober 2003
untuk menjalin komunikasi personal dengan
perusahaan dan melakukan kunjungan lapangan
untuk mendapatkan data. Data kemudian diolah
dengan menggunakan program SPSS 9.0 untuk
Windows.

Nilai Area

Data untuk bagian ini merupakan data primer
yang didapat selama 4 bulan sejak 4 Agustus
hingga 31 November 2003; dimana kita
menghabiskan dua minggu untuk tinggal di
masing-masing lokasi.

Dengan menggunakan informasi yang
didapat dalam kunjungan awal di area konsesi,
kita menetapkan syarat-syarat lokasi yang harus
dimasukkan dalam studi ini:

1. Memiliki kawasan alamiah 100 ha

2. Lokasi tersebut sering dimanfaatkan
oleh masyarakat

3. Desa dibangun oleh masyarakat yang
tinggal di lokasi

4. Lokasi desa berdekatan denga kawasan
alam

5. Lokasi berdekatan atau di dalam area
konsesi.

Ukuran dari area telah ditetapkan dengan
pertimbangan bahwa lokasi hutan yang masih
tersisa kecil ukurannya, dan apabila ukurannya
di bawah 100 ha akan terlalu kecil untuk melihat
keaslian diversitas area tersebut. Kawasan asli
‘alamiah’adalah area yang tidak ditebang
atau ditanam oleh perusahaan - yang saat ini
struktur vegetasinya mewakili struktur asli di
area tersebut ketika perusahaan mendapatkan
izin konsesi HTI.

Area yang sering didatangi oleh masyarakat
(didatangi sedikitnya 1 kali dalam seminggu oleh
masyarakat) untuk mendapatkan sumberdaya
atau jasa akan memastikan bahwa masyarakat
memiliki pengetahuan yang cukup tentang area
tersebut beserta sumberdayanya.

Kita memilih area yang dibentuk oleh
penduduk lokal dan bukan pendatang, untuk
memastikan pengetahuan yang dimiliki tentang
sumberdaya juga mewakili pengetahuan
pendahulu mereka yang menggunakan
sebelumnya.

Jarak dari desa menuju kawasan alam
dianggap merupakan faktor penting yang dapat
menentukan frekuensi kunjungan ke area
tersebut dan pemanfaatan sumberdayanya.
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Perjalanan menuju kawasan alam dengan
berjalan kaki selama setengah hari (maksimum)
masih merupakan jarak yang dekat dengan
desa.

Akhirnya, ketika tidak ada lokasi dengan
karakteristik tersebut di dalam area konsesi
HTI, maka kita akan melakukan pekerjaan di
luar kawasan tapi masih dekat dengan area
konsesi. Jarak 5 km adalah yang terjauh.

Kita bekerja bersama dengan staf
perusahaan untuk memilih lokasi yang potensial
dengan menggunakan peta area yang dimiliki
oleh perusahaan serta informasi lainnya yang
terkait. Setelah seleksi pendahuluan pada
tiga atau empat lokasi, kita meninjau masing-
masing lokasi untuk memeriksa kecocokannya
karakteristik yang telah ditetapkan dan memilih
lokasi yang cocok dengan persyaratan bentuk
lokasi.

Proses seleksi lokasi kurang lebih memakan
waktu tiga hari. Setelah menentukan lokasi
pilihan, kita kemudian mengunjungi kepala
desa atau kepala dusun untuk menjelaskan
sasaran dan tujuan riset serta meminta izin
untuk melaksanakan studi tersebut.

Pendekatan studi yang dilakukan di desa
dan daftar pertanyaan untuk mendapatkan
beberapa informasi telah disiapkan berdasarkan
pendekatan metodologi yang digunakan oleh
Sheil dkk. (2002) untuk penelusuran lansekap
dari area hutan di Kalimantan - Indonesia, dan
berdasarkan pengetahuan kita saat ini tentang
lokasi studi.

Pertama kita berkumpul bersama seluruh
anggota masyarakat untuk memperkenalkan
diri dan menjelaskan tujuan serta metodologi
kegiatan yang akan dilakukan. Selama pertemuan

Julia Maturana, Nicolas Hosgood, dan Aditya Alit Suhartanto

pertama dengan masyarakat, kita menjawab
seluruh pertanyaan mereka menyangkut
keberadaan kita di area mereka, mengenai riset
ini , keterkaitan dengan perusahaan perkebunan
dan kemungkinan pemanfaatan hasil riset.

Kita meminta kepada masyarakat untuk
menggambarkan peta area yang mereka kelola
untuk menunjukkan perbedaan dari unit
lansekap, seperti area masyarakat, bidang
hutan yang dimiliki secara individual atau bidang
agrikultural, badan air dan batas, demikian pula
dengan sistem yang bersebelahan. Alur dari
proses ini disampaikan dalam Gambar 2.

Peta yang telah dihasilkan tadi akan
digunakan pada kunjungan selanjutnya kepada
masing-masing keluarga. Kita mewawancarai
26-30 kepala keluarga per desa, termasuk pria
dan wanita dalam proporsi yang sama, untuk
menangkap persepsi dan pengetahuan yang
berbeda. Daftar pertanyaan dilengkapi oleh
masing-masing individu, satu orang untuk satu
rumah.

Wawancara dilakukan pada pagi hari dan
menjelang sore. Sedangkan pada waktu antara
yaitu siang hari, dengan ditemani penduduk,
kita mengunjungi area yang mereka kelola
atau area sumberdaya alam yang mereka
dapat panen. Sasaran dalam mengunjungi
bidang lahan tersebut adalah mengkonfirmasi
pernyataan penduduk yang telah diwawancarai
tentang produk, pemanfaatan produk tersebut
oleh mereka dan keberadaannya di area ini.

Daftar pertanyaan yang digunakan dapat
dilihat dalam lampiran. Daftar pertanyaan
pertama (Lampiran 1) adalah hasil adaptasi dari
Sheil dkk. (2002) dan telah digunakan untuk
menentukan kepentingan relatif dari produk-

Gambar 2. Tahapan dalam proses pemetaan masyarakat

Meminta kepada
mereka (masyarakat)

Duduk bersama anggota
masyarakat dan menjelaskan
sasaran kegiatan

untuk memetakan
lahan mereka dan
desa

Meminta anggota tim untuk

! menggambarkan ulang dan ditambahkan
lokasi desa, hutan, dengan informasi-informasi penting
bidang-bidang lahan lainnya yang dapat digunakan sebagai
dsb. legenda.

Dimulai dari jalan,

Menanyakan tentang lahan
yang kemungkinan telah
mereka lupakan, seperti
sungai, rawa, dll.
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produk yang berbeda bagi masyarakat dan
untuk menunjukkan variasi dari produk-produk
tersebut serta manfaat lain yang disediakan
pada area tersebut.

Dengan menggunakan peta untuk
pemahaman umum tentang area yang dianalisis,
kita mulai mewawancarai pemilik rumah dan
meminta mereka untuk membuat daftar produk
(lebih dari 10) yang bisa didapatkan atau dipanen
dari area tersebut untuk setiap 12 kategori
yang dimaksud, dan mengelompokkannya
berdasarkan tingkat kepentingannya, dengan
menggunakan metode distribusi kerikil (PDM).
Metode ini adalah uji pemberian nilai yang telah

dikembangkan untuk mengukur penelusuran
secara berkelompok terhadap pentingnya
produk-produk hutan yang tidak dapat dijual
(lihat kotak).

Dengan menggunakan daftar pertanyaan
(Lampiran Il) dan jumlah keseluruhan produk
yang didapat dari uji sebelumnya, kita
menanyakan setiap pemilik rumah tentang
ukuran area mereka (apabila menggunakan
lahan individu); frekuensi penggunaan
sumberdaya; jumlah atau volume sumberdaya
yang digunakan; harga dari produk yang layak
jual; kemungkinan produk pengganti yang ada
di pasaran.
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Kotak 1. Metode Distribusi Kerikil (PDM)

Metode Distribusi Kerikil (PDM) adalah metode pemberian nilai yang bisa membantu
masyarakat dalam menelaah kepentingan sumberdaya atau area dalam bentuk angka
perbandingan sumberdaya yang penting menurut masyarakat. Nama alternatif dari metode
ini antara lain pembobotan di dalam rangking dan pemberian nilai dengan Participatory
Rural Appraisal (PRA). Teknik ini mengasumsikan bahwa masyarakat lokal merupakan
penilai terbaik untuk apa yang penting bagi mereka. Dan nilai penting tersebut secara
efektif dapat diekspresikan dalam ukuran keseluruhan menurut pemilihan secara relatif.
Indikasi pilihan dan kepentingan dianggap dapat menggambarkan prioritas yang ada di
tingkat lokal. Dalam melakukan ini (PDM), pemberi informasi yang merupakan masyarakat
lokal, diminta untuk mendistribusikan 100 keping penghitung (dapat berupa kancing, biji
atau kerikil) pada label yang telah persiapkan berupa kartu-kartu untuk melihat proporsi
kepentingannya. Penanya harus memastikan bahwa apa yang dilakukan telah dipahami
secara jelas dengan mencontohkan sedikitnya tiga kali sejak awal apa yang yang harusnya
dilakukan (dari Sheil dkk. 2002).

Penduduk menggambarkan peta masyarakat untuk area mereka (Foto oleh Nicolas Hosgood)
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Penduduk pada saat Uji PDM (Foto oleh Nicolas Hosgood)

Untuk memperkirakan nilai dari produk
yang tidak diperdagangkan, kita menanyakan
harga dari produk yang sama atau mencoba
melihat produk pengganti di pasar lokal dengan
melakukan studi pasar (Lampiran Ill). Satu hari
dalam riset ini diisi dengan mengunjungi pasar
lokal untuk mendapatkan harga dari produk dan
penggantinya.

Jumlah individual atau jumlah yang telah
digunakan dan harga yang ditetapkan untuk
setiap sumberdaya oleh setiap responden pada
setiap desa akan dirata-rata untuk mengambil
sampel desa dengan menggunakan rumus:

Dimana P dan Q adalah rata-rata harga dan
jumlah yang digunakan oleh semua responden
J dari setiap sumberdaya ‘r’pada lokasi yang
dipilih I’ dan perusahaan perkebunan ‘I’, ‘p’,
‘q’ adalah harga dan jumlah yang disebutkan
oleh setiap responden dalam sample.

Selama proses ini, kita tinggal di desa
bersama dengan satu keluarga, untuk lebih
memahami penggunaan dan nilai penting
dari produk-produk dan sumberdaya alam
bagi masyarakat. Cara ini juga dalam rangka
memfasilitasi interaksi yang terus menerus

dan memberikan pemahaman yang lebih baik
mengenai tujuan dari riset yang dilakukan
kepada masyarakat.

Setelah mendapatkan informasi tentang
cakupan produk dari setiap area, volume
produksi rata-rata dan nilai (atau harga) dari
setiap produk, kita menghitung perkiraan nilai
dari setiap lokasi seperti dibawah ini:

J
2 q;
j=1

Qr(l,i):

V,; = nilai dari lokasi ‘I” dari perusahaan
perkebunan ‘I’ termasuk semua bentuk produk
dan sumberdaya ‘r’yang kita hitung P_, . dan Q
dari persamaan (a) dan (b)

Untuk sumberdaya dengan harga yang
jelas layaknya produk yang diperdagangkan,
kita menggunakan harga produk pada pasar
lokal (harga jual) yang dibuat oleh penduduk.
Untuk sumberdaya yang memiliki nilai jual tapi
tidak diperdagangkan, kita menggunakan harga
pasar yang didapatkan dari pasar terdekat,
dengan menggunakan harga saat mereka harus
membeli apabila tidak ada lagi di kawasan alami
(harga beli).

Untuk beberapa sumberdaya tambahan
yang tidak diperdagangkan dan tidak memiliki
pasar namun disepakati bahwa ada produk

r(l,i)
r(l,i)
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penggantinya, kita menggunakan harga yang
dibutuhkan saat membeli penggantinya pada
pasar lokal (harga beli). Untuk produk yang
kelihatannya penting namun tidak memiliki
pasar, kita menggunakan pendekatan metode
distribusi kerikil (PDM) (seperti yang digunakan
oleh Sheil dkk. 2002), untuk menghitung
relativitas kepentingan dari produk. Selanjutnya

kita akan menggunakan sistem ranking cepat
untuk menghitung nilai produk tersebut apabila
produk lain dalam kategori penggunaan yang
sama memiliki harga perkiraan.

Sumberdaya dan harganya, baik harga
sebenarnya, pengganti, maupun harga perkiraan
ditunjukkan dalam Tabel 6.
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AREA KERJA LAPANGAN

Pengambilan data pada area kerja adalah untuk
mendapatkan data utama. Kerja lapangan
dilakukan di dalam atau sekitar daerah konsesi
HTI dari setiap perusahaan, termasuk dusun
atau pemukiman Talang Belanti, Bagan Tengah,
Jiat Kramat, Kuntu Toeroba dan Lumban Purba
(lihat tabel 7).

Talang Belanti - Sumatera Selatan

Lokasi Talang Belanti berada di dalam area
konsesi HTI MHP dengan jarak kurang lebih 4 km
dari kantor MHP tingkat kabupaten, Lubuk Guci.
Aktivitas utama masyarakatnya adalah bertani;
seperti mengambil hasil getah karet pada area
seluas 200 ha, padi dan palawija. Jumlah total
kepala keluarga adalah 53 kepala keluarga, dan
kota terdekat adalah Pendopo dimana terdapat
pasar yang cukup besar

Keluarga yang ada kebanyakan terdiri dari
mereka yang telah berusia lanjut, karena kaum
mudanya cenderung untuk pergi ke kota mencari
pekerjaan. Bangunan rumah utamanya dibuat
dari material lokal; seperti kayu, daun nipah,
bambu dan rotan. Tidak ada pertanian yang
menggunakan alat-alat mesin, semuanya masih
secara tradisional. Barang yang mewah untuk
dusun ini adalah radio. Desa ini masih belum
mendapatkan listrik dan sering mengalami
banjir. Sumber air satu-satunya adalah kolam
kecil yang dibangun oleh MHP di tengah desa,
namun beberapa anggota masyarakat membuat
sumur di dekatnya.

Bagan Tengah

Dusun Bagan Tengah terletak di luar area
konsesi namun masih di sekitar area konsesi
HTI WKS. Dusun ini berjarak sekitar 2 km dari

Julia Maturana, Nicolas Hosgood, dan Aditya Alit Suhartanto

area konsesi dan 6 km dari kantor WKS tingkat
kabupaten.

Dusun ini dibangun pada tahun 1982
melalui program Departemen Sosial dalam
rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat
sebagai desa binaan. Terdapat 75 kepala
keluarga yang tinggal dengan 350 orang yang
menetap di dalamnya, yang pada umumnya
adalah orang Melayu (80%) yang pindah dari
desa Parit Culum. Desa Parit Culum adalah desa
yang lebih besar dimana masyarakat dari Bagan
Tengah biasanya membeli kebutuhan pangan
sehari-hari mereka di pasar mingguan.

Masih banyak terdapat kaum muda (usia
20-27 tahun) yang tinggal di desa dan bekerja
sebagai penebang (ongkak) di kawasan hutan
dimana masyarakatnya melakukan klaim sebagai
milik masyarakat. Lokasi hutan tersebut dekat
dengan Desa Parit Culum dengan luas kurang
lebih 500 ha. Sedangkan area lainnya telah
digunakan sebagai perkebunan karet, sawah,
ditanami durian (Durio Zibethinus Moon), dan
rambutan (Nephelium lappaceum L.) Hampir
sebagian besar material rumah menggunakan
jenis-jenis lokal untuk dibuat plafon, tiang
dan kaso, namun beberapa telah menggunakan
bata buatan sendiri dan lantai telah diplester.
Untuk atapnya, disamping menggunakan seng
juga menggunakan daun serdang (Livistonia
rotundifolia). Untuk kebutuhan listrik, mereka
menggunakan aki atau generator, yang biasanya
digunakan untuk menyalakan lampu, radio
dan televisi. Masing-masing rumah juga sudah
memiliki sumur.

Jiat Keramat - Riau

Dusun Jiat Keramat dengan 75 kepala keluarga
pendatang, terletak berdekatan dengan area

Tabel 7. Area tempat studi valuasi secara partisipatif

Propinsi Kabupaten

Kecamatan Desa

Pemukiman

Sumatera Selatan Muara Enim

Riau Kampar

Sumatera Utara Humbang Hasundutan  Dolok Sanggul

Gunung Megang Padang Bindu
Jambi Muara Sabak Bedahara

Talang Belanti
Parit Culum Bagan Tengah
Kuntu Toeroba  Jiat Kramat
Lumban Purba

Catatan: Area studi ditunjukkan dengan penebalan




Menuju Kemitraan Perusahaan - Masyarakat

(Foto oleh Julia Maturana)

konsesi Arara Abadi yang dibatasi dengan
Sungai Penaso. Dusun tersebut sangat miskin
karena sebagian masih menggunakan kayu,
kulit kayu, rotan dan daun nipah sebagai bahan
konstruksi rumah. Seluruh anggota dusun ini
merupakan orang Sakai yang telah menetap
sejak 1944. Hampir sebagian besar masyarakat
hidup dari kegiatan mencari ikan; baik dengan
menggunakan perangkap (lukah) atau dengan
menggunakan pancing (taju).

Area yang dikelola oleh masyarakat ini
kurang lebih seluas 200 ha, termasuk area
belukar di sekeliling dusun. Masyarakat biasanya
menanam tanaman karet atau sawit. Mereka
mempunyai 2 sumber air; satu sumur untuk
kebutuhan konsumsi dan sungai untuk mandi.

Kuntu Toeroba - Riau

Kuntu Toeroba lokasinya berdekatan dengan
area konsesi RAPP, sektor Indragiri Hulu. Desa
ini adalah desa modern dengan penduduk
sekitar 1409 keluarga dan total 4539 penduduk
(menurut kepala desa). Lokasi desa sangat jauh
dari jalan raya, namun desa telah mendapatkan
listrik, sekolah, pasar, rumah makan tradisional,
warung-warung dan beberapa fasilitas lainnya.
Seperti halnya mayoritas masyarakat Melayu,

RS S S e 7 T Aok _ P
Penduduk dapat bepergian dalam jarak jauh menuju area dimana perusahaan perkebunan melakukan aktivitasnya

- = R e by
e P L o i

penduduk desa ini hidup dari penjualan getah
karet yang diambil dari perkebunan atau
kebun-kebun mereka, menjual hasil kayu yang
diambil dari hutan sekunder seluas 11.000 ha
dan berdagang produk agrikultur. Hutan mulai
dimanfaatkan sejak masa reformasi (1998) dan
setiap anggota masyarakat memiliki akses ke
dalam kawasan tersebut.

Lumban Purba - Sumatera Utara

Terletak di luar area konsesi TPL, penduduk
desa mengklaim area lahan mereka seluas
153 ha yang telah ditanami pinus di dalam
area konsesi. Sumberdaya utama pendukung
kehidupan mereka adalah bertani; termasuk
padi, kopi dan tanaman konsumsi selain
beras. Terdapat 300 keluarga yang tinggal
di desa ini, sebagian besar berasal dari suku
Batak. Sebagian besar rumah dibangun dengan
menggunakan bata dan keramik.

Lokasi desa Lumban Purba terletak tidak
jauh dari kota besar, Dolok Sangul yang telah
memiliki pasar untuk kebutuhan sehari-hari.
Masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk
mendapatkan bahan pangan untuk konsumsi
sehari-hari.
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HASIL

Pengaruh Investasi Pengembangan
Masyarakat pada Area yang telah
Dipengaruhi oleh Klaim-klaim

Nilai tengah dan parameter (slope), dan nilai-
nilai individual t dijelaskan di bawah (nilai t di
dalam kurung). Tanda bintang berarti variabel
yang menandakan standar error pada o = 0,05
dan dua bintang o = 0.01.

LC = 2344* + 0,0025 CD **
(3,250) . (5,117)

Uang yang diinvestasikan dalam
Pengembangan Masyarakat secara statistik
memiliki pengaruh positif untuk area yang
sedang dalam konflik. Kabupaten dengan
biaya Pengembangan Masyarakat yang tinggi
menunjukkan area lahan yang dipengaruhi
konflik yang lebih luas pada waktu pelaksanaan
studi. Sehingga investasi CD kelihatannya akan
mendorong penambahan klaim atas lahan
dibandingkan dengan pengurangan. Nilai
parameter (0,0025) menggambarkan bahwa
pada setiap 400 dolar AS yang diinvestasikan
untuk pengembangan masyarakat, terjadi
penambahan 1 ha yang masuk untuk diklaim
(Rasio = 1 dolar AS untuk 0,0025 ha).

Dari nilai tengah, kita dapat memperkirakan
bahwa terdapat 2344 ha lahan yang dipengaruhi
oleh klaim di setiap kabupaten yang memiliki
konsesi HTI, walaupun biaya pengembangan
masyarakat adalah 0. Hal ini berarti bahwa
ukuran area yang mengalami konflik juga
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak
menjadi bagian dari model tersebut diatas.

Julia Maturana, Nicolas Hosgood, dan Aditya Alit Suhartanto

Nilai R? dan nilai-nilai R? yang disesuaikan
untuk model di atas masing-masing adalah 0,58
dan 0,56, yang artinya 58% variasi di lapangan
(dalam satuan ha) yang sedang dalam klaim
dapat dijelaskan dengan perubahan-perubahan
atau variasi dari investasi Pengembangan
Masyarakat. Variabel-variabel lain yang tidak
dimasukkan dalam model ini juga akan bisa
menjelaskan adanya 42% variasi pada ukuran
daerah ini. Dengan kata lain model tersebut
relatif cocok dengan data, meskipun ada
elemen tambahan yang menjelaskan ukuran
area yang dipengaruhi klaim.

Penilaian area

Keragaman Sumberdaya yang Dimanfaatkan
oleh Masyarakat Setempat

Sebelum kita meletakkan nilai dari sumberdaya
dan produk yang dihasilkan oleh masyarakat
lokal dalam area HTI, ada baiknya kita melihat
kisaran dan keragaman sumberdaya dan produk-
produk. Tentunya jumlah dan variasi produk
yang kita catat di sini telah menunjukkan hasil
yang signifikan. Sejumlah besar produk telah
disebutkan dari masing-masing tujuh kategori
penggunaan kecuali perburuan, dimana hanya
4 produk yang ditemukan.

Angka-angka pada tabel berkaitan dengan
produk-produk individu, yang pada hampir
setiap kasus dapat didefinisikan sebagai
pemanfaatan khusus dari jenis tumbuhan
atau hewan tertentu; misalnya beras sebagai
salah satu bagian dari makanan, kayu meranti
(Shore spp.) untuk material konstruksi. Namun

Tabel 8. Jumlah produk/sumberdaya penting per kategori pemanfaatan pada desa-desa studi

Kategori

Jumlah produk/sumberdaya

Material bangunan
Obat-obatan
Makanan

Layak jual
Perangkat

Kayu bakar
Berburu

Total

82
62
51
49
33
26

4

307
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beberapa jenis dapat digunakan untuk lebih
dari satu produk, sebagai contoh rotan yang
dimasukkan dalam kategori material konstruksi
dimana sering digunakan sebagai pengikat tiang
atau balok akan tetapi juga termasuk dalam
kategori peralatan karena dimanfaatkan juga
untuk membuat keranjang. Produk-produk
dengan penggunaan yang sama namun berasal
dari jenis tanaman yang berbeda dihitung
terpisah apabila memiliki nilai yang berbeda,
contohnya material atap yang dibuat dari daun
‘serdang’ (Livistonia rotundinova) yang dapat
bertahan lama sehingga lebih memiliki nilai
jika dibandingkan dengan atap yang dibuat
dari material daun nipah (Nypa fruticans);
sehingga konsekuensinya adalah memisahkan
“daun bahan baku atap” menjadi dua produk.
Meskipun tabel menunjukkan jumlah produk
dan bukan jumlah spesies yang membuat produk
tersebut, jumlah produk dan jumlah spesies
hampir sama, karena kebanyakan satu produk
adalah berasal dari satu spesies.

Berdasarkan hasil wawancara lengkap
keluarga di daerah Sumatera Utara, Riau,
Jambi dan Sumatera Selatan, kita mendapatkan
informasi sejumlah 307 produk penting bagi
masyarakat yang masuk dalam tujuh kategori
penggunaan (dari 12 kategori yang diusulkan).

Produk-produk tersebut ditemukan di dua
bentuk lahan yang berbeda di lokasi-lokasi
tersebut; satu di ladang dan lainnya di kebun;
kebun terdiri dari area dengan hutan sekunder,
yang beberapa di antaranya diperkaya dengan
tanaman karet.

Tidak ada sumberdaya yang dianggap
kritis oleh masyarakat dan hampir seluruh
penggantinya dapat ditemukan di pasar
(96%). Hanya satu produk yang tidak memiliki
pengganti di pasar, karena merupakan buah-
buahan hutan yang digunakan oleh masyarakat
Sakai di Riau, yaitu buah Kulim (Scorodocarpus
borneensis).

Tabel 9 memperlihatkan produk terpenting
dari masyarakat di setiap desa per kategori
penggunaan.

Nilai sumberdaya yang Dimanfaatkan oleh
Masyarakat Setempat

Dari data yang dikumpulkan selama wawancara,
kita menghitung rata-rata penggunaan lahan
per ha/tahun dari setiap desa yang diamati.

Nilai perhitungannya adalah termasuk dua
unit lansekap yang dikelola oleh masyarakat;
ladang dan kebun. Nilai pemanfaatan per ha
mulai dari 350 -730 dolar AS per tahun yang
menggambarkan nilai sebesar 630 -1400 dolar
AS per keluarga per tahun (Tabel 10). Rentang
yang lebar pada nilai-nilai tersebut sejalan
dengan keanekaragaman pada system: dimana
pada beberapa lokasi masyarakat memiliki area
yang lebih kecil yang dikelola lebih intensif
untuk pertanian dan menunjukkan nilai per ha
yang tinggi namun nilai yang rendah per kepala
keluarga (contohnya Lumban Purba). Sedangkan
lokasi lain memiliki kebun yang luas dengan
nilai yang rendah per ha namun memiliki nilai
yang tinggi per kepala keluarga (contohnya
Kuntu Toeroba).
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Table 9. Produk-produk paling penting pada setiap kategori di setiap area.

Kategori Area Propinsi Nama produk Nilai PDM
penggunaan Bahasa Indonesia  Bahasa Inggris/IImiah (%)
Makanan Belanti Sumatera Selatan Beras Rice 29
Cabai Chilli 13
Bagan Tengah  Jambi Beras Rice 39
Kelapa Coconut 17
Kuntu Toeroba Riau Cabai Chilli 16
Singkong Cassava 13
Jiat Kramat Riau Ikan Tawar Fish (from river) 44
Ubi manggalo Cassava 36
Lumban Purba Sumatera Utara  Beras Rice 52
Tomat Tomatoes 8
Obat-obatan Belanti Sumatera Selatan Pasak bumi Snake wood 26
Eurycoma longifolia (Jack)
Kulit batang duku Duku tree bark 13
Lansium domesticum (Corr.)
Bagan Tengah  Jambi Kunyit Turmeric 21
Curcuma longa L.
Kencur East-Indian galanggale 15
Kaempferia galanga L.
Kuntu Toeroba Riau Daun capo tidak diketahui 19
Blumea balsamifera (L. DC.)
Daun sugitam tidak diketahui 17
Jiat Kramat Riau Daun jarum-jarum tidak diketahui 26
Kunyit Turmeric 19
Curcuma longa L.
Lumban Purba Sumatera Utara  Bawang merah Shallot 100a
Allium cepa (L.) f. ascalonicum
Material bangunan Belanti Sumatera Utara  Kayu sungkai Soongkai 22
Peronema canescens (Jack)
Kayu mengkudu Indian mulberry 10
Morinda citrifolia (L.)
Bagan Tengah  Jambi Kayu kacang-kacang tidak diketahui 18
Strombosia javanica (Bl.)
Kayu napo tidak diketahui 13
Dacryodes rugosa (H.J.L.)
Kuntu Toeroba Riau Kayu meranti Meranti 16
Shorea spp.
Kayu pentangur tidak diketahui 12
Jiat Kramat Riau Kayu meranti Meranti 21
Shorea spp.
Kayu giam Resak 17
Cotylelobium spp.
Lumban Purba Sumatera Utara  Kayu antiapi tidak diketahui 23
Kayu campur Species mixture 20
Perangkat Belanti Sumatera Utara  Serekitan Wooden stickb 31
Tuai/sepitan Wooden stickc 23
Bagan Tengah  Jambi Sapu lidi Broom 33
Hulu parang Machete handle 18
Kuntu Toeroba Riau Hulu parang Machete handle 46
Tangkai cangkul Hoe shaft 34
Jiat Kramat Riau Tangkai cangkul Hoe shaft 18
Tikar pandan Mat 14
Lumban Purba Sumatera Utara  Tangkai cangkul Hoe shaft 87
Hulu sabit Sickle handle 13
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Table 9. Sambungan
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Kategori Area Propinsi Nama produk Nilai PDM
penggunaan Bahasa Indonesia  Bahasa Inggris/IImiah (%)
Kayu bakar Belanti Sumatera Selatan Kayu karet Rubber tree 32
Hevea brasiliensis (Muell. Arg.)
Kayu leban Hairy-leafed molane 26
Vitex pubescens (Heyne ex. Wall.)
Bagan Tengah  Jambi Kayu karet Rubber tree 86
Hevea brasiliensis (Muell. Arg.)
Kayu Belanti tidak diketahui 8
Kuntu Toeroba Riau Kayu karet Rubber tree 100d
Hevea brasiliensis (Muell. Arg.)
Jiat Kramat Riau Kayu campur Species mixture 59
Kayu medang kua tidak diketahui 19
Lumban Purba Sumatera Utara Kayu campur Species mixture 54
Kayu tusam Sumateran pine 19
Pinus merkusii Jungh. & De Vr.
Jenis-jenis Belanti Sumatera Selatan Karet Rubber 58
layak jual Hevea brasiliensis (Muell. Arg.)
Petai Parkia fruits 18
Parkia speciosa (Hassk.)
Bagan Tengah ~ Jambi Karet Rubber 46
Hevea brasiliensis (Muell. Arg.)
Duku Duku fruits 11
Lansium domesticum (Correa)
Kuntu Toeroba Riau Karet Rubber 72
Hevea brasiliensis (Muell. Arg.)
Jeruk Oranges 22
Jiat Kramat Riau Ikan tawar Fish (from river) 61
Ubi manggalo Cassava 20
Lumban Purba Sumatera Utara Kopi Coffee (robusta) 50
Tomat Tomatoes 19

Catatan: Semua nilai-nilai PDM menggambarkan nilai penting (dalam persentase) dari satu produk dalam kategori penggunaannya.
Produk-produk dari kategori penggunaan berbeda tidak bisa dibandingkan dengan dasar nilai PDM.

a Bawang merah hanya pernah disebut oleh satu responden.
b Untuk memasak nasi.

¢ Untuk menggoreng ikan.

d Termasuk jenis kayu lainnya.

Tabel 10. Perhitungan nilai penggunaan lahan per desa

Propinsi

Desa

Rata-rata area/KK

Nilai lahan

Nilai lahan/KK

(ha) (dolar AS/ha per tahun)  (dolar AS/tahun)
Total
Sumatera Selatan Belanti 3,94 349 1376
Jambi Bagan Tengah* 2,78 469 1306
Riau Jiat Kramat 1,78 721 1284
Riau Kuntu Toeroba 4,79 332 1590
Sumatera Utara  Lumban Purba 0,87 731 633

* Terdapat kenaikan 4 dolar AS untuk produk-produk dari hutan yang umum bisa dimiliki.
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PEMBAHASAN

Studi ini dilakukan karena adanya kebutuhan
untuk menangani isu klaim lahan secara tepat
dan untuk mengatasi masalah penerimaan
yang rendah terhadap skema Perusahaan
- Masyarakat pada area HTI di Indonesia.
Muncul dua hasil penting yang bisa diadopsi
oleh perusahaan perkebunan bubur kayu untuk
memperkuat penerimaan terhadap perjanjian
masyarakat dengan perusahaan, dan mengelola
dengan lebih baik serta mengurangi lahan yang
menjadi konflik di area konsesi HTI.

Pengaruh Pengembangan
Masyarakat terhadap Klaim-klaim
Saat Ini

Pertama, dari semua kasus yang dipelajari
(empat dari lima perusahaan perkebunan
terbesar di Sumatera), tingkat pembiayaan
yang lebih tinggi dalam program Pengembangan
Masyarakat berhubungan dengan jumlah area
yang lebih besar yang dipengaruhi oleh klaim-
klaim. Kabupaten-kabupaten dimana lebih
banyak uang yang dibelanjakan untuk membiayai

a
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Pengembangan Masyarakat menunjukkan area
yang lebih luas yang dipengaruhi oleh klaim-
klain pada saat dilakukannya studi.
Walaupun hasil tersebut sepertinya
tidak terlalu intuitif, namun hasil tersebut
mendukung observasi lapangan. Tidak sulit
untuk menjelaskan hasil studi ini bahwa
jumlah uang yang diberikan dalam jumlah
besar dalam satu desa kecil merupakan cara
reaktif dalam memecahkan permasalahan
dan untuk menghindari adanya tambahan
area yang dipengaruhi oleh konflik-konflik.
Pembayaran dana Pengembangan Masyarakat
terlihat oleh masyarakat sebagai satu cara
untuk mendapatkan manfaat-manfaat keuangan
dengan mengembangkan konflik-konflik atas
lahan. Sebagai tambahan, pengembangan
infrastruktur (sosial, pendidikan, jalan, dll.)
adalah satu komponen penting dari program
Pengembangan Masyarakat sehingga mendorong
masyarakat yang telah meninggalkan desanya
atau area hutan (untuk mencari penghidupan
yang lebih baik) kembali lagi ke desa. Investasi
tersebut menghasilkan insentif bagi mereka
untuk melakukan klaim atas hak tanah (yang

Beberapa produk yang digunakan untuk tujuan pengobatan, dan yang didapatkan dari hutan tebangan di kawasan

konsesi HTI (Foto oleh Nicolas Hosgood)
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I
mereka (Foto oleh Aditya Suhartanto)

sebelumnya mereka abaikan) yang menjadi
konsesi.

Lebih jauh lagi, beberapa bentuk
pembiayaan seperti bantuan bagi masyarakat,
dukungan bagi masyarakat dan biaya-biaya sosial
lainnya, terlalu longgar dalam penggunaannya.
Sehingga meninggalkan celah penggunaan
uang untuk “hadiah” atau “uang saku” yang
menguntungkan satu atau beberapa anggota
masyarakat. Dengan demikian pengeluaran
uang tersebut tidak untuk memecahkan isu
konflik lahan masyarakat dan sebaliknya
memungkinkan timbulnya konflik lainnya.

Walaupun hasil riset ini tidak mendorong
adaya pengurangan atau penghapusan
pembiayaan Pengembangan Masyarakat, hasil
riset menekankan pentingnya perusahaan untuk
melakukan tukar pikiran secara internal untuk
memiliki pemahaman yang lebih baik tentang
alasan dan motivasi klaim-klaim pada area HTI
mereka.

Investasi dalam Pengembangan Masyarakat
bisa mengurangi konflik atas lahan apabila
dilakukan dengan suatu cara yang memberikan
solusi-solusi tertentu di setiap area, dibanding
dengan hanya memberikan uang begitu saja
(seperti yang terjadi saat ini). Analisis yang
lebih rinci di tingkat perusahaan dibutuhkan
untuk melihat alasan yang paling tepat mengapa
terjadi klaim pada area yang lebih luas dimana
pada saat yang sama uang telah dikeluarkan.

Petani seringkali mengunjungi hutan-hutan yang masih ada untuk beberapa sumberdaya yang penting bagi kehidupan

Tidak menutup kemungkinan, bahwa temuan
ini telah cukup memperlihatkan perlunya
pemikiran ulang bagaimana dana Pengembangan
Masyarakat tersebut dibelanjakan.

Penting untuk memastikan bahwa kita
mengukur pengaruh investasi Pengembangan
Masyarakat pada area-area yang mengalami
konflik dan bukan sebaliknya (area yang
mengalami konflik mempengaruhi investasi
Pengembangan Masyarakat). Untuk alasan
tersebut, kita mengkaitkan pengeluaran total
(bukan pengeluaran tahunan) kepada luas
keseluruhan area yang mengalami konflik
pada saat ini. Hasil tersebut kemudian hanya
dapat dibaca berdasarkan arah yang telah
ditetapkan, karena kita menggunakan area yang
sedang dalam konflik pada saat ini, yang tidak
dapat mempunyai dampak terhadap investasi
pengembangan masyarakat yang dulu.

Penting pula untuk digarisbawahi bahwa
data yang digunakan pada tahap pertama
riset ini disediakan sendiri oleh perusahaan-
perusahaan dan kita sangat bergantung kepada
mereka. Alasan utamanya adalah bahwa
perusahaan-perusahaan tersebut merupakan
target utama untuk mengadopsi hasil riset ini,
sedangkan alasan lainnya adalah kurangnya
alternatif sumber informasi. Kita beranggapan
bahwa setiap penyimpangan akan tergambar
pada keseluruhan data dengan cara yang serupa
pada keempat perusahaan yang dianalisis.
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Meletakkan Nilai pada Sumberdaya
Hutan

Hasil kedua, yaitu banyaknya sumberdaya
penting bagi kehidupan masyarakat dan nilai dari
kawasan yang dialokasikan untuk pengembangan
HTI, sangat penting untuk mengembangkan
skema Perusahaan - Masyarakat yang berhasil,
dengan memperhitungkan tingkat kepentingan
yang dirasakan oleh masyarakat terhadap area
dan sumberdaya yang berbeda. Mengetahui
sumberdaya yang penting bagi masyarakat,
seberapa pentingnya sumberdaya tersebut dan
darimana mereka mendapatkan produk-produk
tersebut, akan membantu perusahaan dalam
mengembangkan skema pembiayaan yang
efisien dan memastikan penerimaan yang baik
serta komitmen-komitmen jangka panjang.
Ketika staf perusahaan beranggapan
bahwa hutan sekunder yang tersisa (belukar) di
area konflik tidak berguna untuk masyarakat,
kecuali manfaat lahan itu sendiri dan beberapa
pohon karet yang tidak produktif yang ada
di dalamnya, kita menemukan bahwa lahan
tersebut menyediakan 300 jenis produk yang
bermanfaat bagi masyarakat di sekelilingnya.

Julia Maturana, Nicolas Hosgood, dan Aditya Alit Suhartanto

Pemahaman tentang pentingnya suatu area
dan sumberdaya bagi masyarakat lokal dan
menempatkan nilai secara tepat penting
dilakukan apabila perusahaan menargetkan
kerjasama jangka panjang yang berhasil.
Penawaran manfaat yang jauh di bawah apa
yang mereka bisa dapatkan dari kawasan
hanya akan menghasilkan tingkat penerimaan
yang rendah dan komitmen yang kecil dari
masyarakat.

Nilai yang telah dihitung untuk area HTI
adalah lebih besar dibandingkan dengan manfaat
yang diterima oleh masyarakat dari penanaman
pohon sebagai bahan baku bubur kertas. Biaya
produksi yang diajukan oleh MHP kepada
peserta skema MHBB adalah 59 dolar AS/ha pada
periode akhir rotasi, dan perkiraan pendapatan
peserta'® saat bergabung dalam skema WKS
disebutkan 62 dolar AS per tahun. Gambaran
ini memperlihatkan sangat rendahnya perkiraan
nilai lahan untuk masyarakat di kawasan konsesi
(349 dolar AS/ha per tahun untuk MHP dan 497
dolar AS/ha per tahun untuk WKS). Walaupun
tidak dapat membuat perbandingan antara nilai
lahan yang ditawarkan dan nilai yang dihitung
pada lokasi tertentu, perbedaan yang besar

Wanita memasak dalam hutan (Foto oleh Philippe Guizol)

% Pendapatan total yang telah dikurangi oleh biaya-biaya.
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antara kedua nilai tersebut dapat menjelaskan
mengapa skema-skema tersebut gagal untuk
menjadi solusi jangka panjang. Hanya sedikit
dari kerjasama tersebut yang berlangsung lebih
dari satu periode (tujuh tahun).

Walaupun biaya-biaya tersebut tidak
langsung dikurangi dari nilai lahan yang kita
perkirakan, namun kita harus mengingat bahwa
input utamanya adalah pekerjaan buruh yang
dilakukan oleh anggota keluarga dan tidak
dibayar.Sehingga jumlah uang yang dibayar oleh
skema yang ditawarkan seharusnya didasari
oleh biaya keseluruhan yang dihitung sebagai
nilai lahan dan harus menyamakan kebutuhan
buruh yang berpartisipasi dalam skema dengan
kebutuhan masyarakat dalam menanam atau
mengumpulkan hasil dari produk yang ada di
satu area. Kebutuhan buruh tersebut tidak
dapat langsung ditambahkan dalam pembayaran
atau pembayaran pekerja kemungkinan akan
dikurangi dari jumlah yang dikeluarkan dalam
Pengembangan Masyarakat.

Karena ada sebagian kecil produk atau
sumberdaya yang tidak ditemukan penggantinya
di pasar lokal (berdasarkan pertimbangan
masyarakat), maka perusahaan akan menemui
beberapa kesulitan dalam pengajuan uang
dalam konversi penggunaan lahan pada area
yang mengalami konflik, apabila perusahaan
menggunakan nilai tepat.

Total nilai yang disampaikan ini
menunjukkan adanya valuasi dari total area
yang dikelola oleh masyarakat, termasuk
hutan dan kebun. Namun perusahaan harus
menghitung nilai dari setiap unit lahan tersebut
untuk menentukan pilihan terbaik yang dapat
diajukan dalam kerjasama perusahaan dengan
masyarakat. Nilai per ha yang diajukan dalam
kerjasama tersebut dapat saja dikurangi apabila
lahan pertanian (lahan yang lebih intensif
pengelolaannya) tidak dikonversi menjadi
tanaman perkebunan. Untuk kasus tersebut,
perusahaan harus menghitung luasan minimal
lahan yang harus disisihkan untuk setiap desa
dan distribusi di masing-masing wilayah.

Tingkat kesuburan tanah adalah faktor
yang sangat penting di dalam memutuskan
luasan area yang akan disisihkan sebagai
lahan pertanian, dengan mempertimbangkan
kebutuhan untuk mengganti kawasan lahan ini
dan frekuensi penggantiannya

Hal yang juga patut untuk digarisbawahi
bahwa nilai yang saat ini dihitung mewakili
nilai suatu area pada lokasi desa tertentu yang
menjadi bagian dari studi ini. Nilai ini tidak
akan merepresentasikan keseluruhan kawasan

HTI dari setiap perusahaan. Lebih jauh lagi,
akan sangat mungkin bahwa nilainya menjadi
lebih besar, karena kawasan hutan yang
dipilih untuk studi ini menunjukkan frekuensi
kunjungan yang tinggi oleh masyarakat, yang
bisa saja berkorelasi dengan tingginya nilai
kawasan dalam area konsesi. Metodologi yang
digunakan di sini, yang berbasis kepada persepsi
masyarakat, berguna untuk menghitung
jumlah uang yang seharusnya ditawarkan
dalam suatu perjanjian, karena metodologi
ini memperhitungkan apa yang didapat oleh
masyarakat dari suatu area dan bagaimana
mereka menilai manfaat tersebut.

Hal lain yang perlu disampaikan adalah
bahwa hasil-hasil yang dipresentasikan ini tidak
selamanya mewakili lokasi dan masyarakat
yang lain. Nilai-nilai tersebut dapat digunakan
sebagai perkiraan untuk perbandingan atau
sebagai nilai dari area yang dipelajari, namun
perusahaan harus tetap menghitung area-area
baru yang diikutsertakan dalam perjanjian
antara perusahaan dengan masyarakat. Metode
yang digunakan adalah metode yang tidak
memakan biaya besar, efektif dengan waktu, dan
merupakan cara yang mudah bagi perusahaan
dalam meningkatkan pengertian mereka tentang
pentingnya area HTI bagi masyarakat lokal dan
menentukan nilai dari suatu area. Metode ini
merupakan juga alat yang dapat membantu
perkebunan-perkebunan di Indonesia dan
negara-negara lain “untuk berbicara dengan
bahasa yang sama” dengan masyarakat dan
merancang perjanjian Perusahaan - Masyarakat
dengan sasaran penerimaan yang tinggi dan
komitmen jangka panjang.

Isu-isu lain

Frekuensi pembayaran adalah elemen
tambahan yang harus dipertimbangkan dalam
kerangka keberlanjutan kerjasama perusahaan
dengan masyarakat. Masyarakat desa memiliki
kebutuhan sehari-hari dan keinginan yang dapat
dipenuhi dari produk-produk yang diekstraksi
dan dikumpulkan dari area hutan dan lokasi
lain yang mereka kelola. Kontrak yang hanya
menawarkan pengembalian keuangan pada
saat awal dan akhir rotasi selama tujuh tahun
kemungkinan tidak berhasil apabila jumlah
yang diajukan lebih besar dibanding nilai
dasar yang telah dihitung (dengan metodologi
di atas). Pengembalian secara konstan harus
disiapkan di dalam kerjasama untuk memastikan
keberhasilan mereka. Keseluruhan jumlah yang
diajukan di dalam kerjasama harus dibagi
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dengan jumlah total tahun periode rotasi, untuk
memastikan adanya sumber pendapatan yang
konstan bagi masyarakat.

Hasil-hasil dalam studi ini secara naratif
memaparkan pentingnya kawasan tebang
dalam area HTI bagi masyarakat sebagali
sumber penghidupan. Observasi kita di
lapangan memastikan bahwa masyarakat
dapat bergantung sepenuhnya pada ekosistem
lokal (alam dan buatan) untuk kehidupan
mereka. Belum ada suatu studi khusus yang
memperlihatkan keragaman produk dari area ini
atau menentukan kepentingan relatifnya bagi
masyarakat dan nilai-nilai produk tersebut.

Julia Maturana, Nicolas Hosgood, dan Aditya Alit Suhartanto

Satu studi yang pernah dilakukan (IPB 2000)
telah menghitung pendapatan regular dari
masyarakat setempat di area WKS sebesar 795
dolar AS per kepala keluarga per tahun. Nilai
ini masih rendah (tapi tidak terlalu rendah)
dibanding dengan nilai yang didapat dari studi
saat ini. Perbedaannya lebih diakibatkan adanya
perbedaan metodologi yang digunakan dan
fakta bahwa beberapa nilai produk hutan tidak
memiliki harga yang bisa diamati. Sedangkan
studi sebelumnya tidak menghitung nilai-nilai
tersebut.
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KESIMPULAN

Hasil dari studi ini memperlihatkan bahwa
investasi-investasi Pengembangan Masyarakat
tidak selalu berhubungan erat dengan
pengurangan area yang dipengaruhi oleh
klaim-klaim tanah. Kabupaten yang memiliki
area HTI perusahaan perkebunan kayu untuk
bubur kertas di Sumatera, dimana telah
banyak biaya yang dikeluarkan untuk investasi-
investasi Pengembangan Masyarakat, ternyata
juga memperlihatkan penambahan area yang
dipengaruhi oleh klaim-klaim tanah pada saat
dilakukannya studi ini. Perusahaan perkebunan
perlu menganalisa mengapa ini terjadi dan
bagaimana membuat investasi Pengembangan
Masyarakat sebagai cara untuk menurunkan
konflik lahan dan klaim-klaim.

Area konsesi bekas tebangan dalam
pengembangan HTI tidak dapat disebut sebagai
tanah kosong. Sumberdaya yang diperoleh
dari area tersebut sangat banyak dan memiliki
kegunaan yang luas cakupannya dan penting
bagi kehidupan masyarakat. Produk-produk
penting masyarakat dikaitkan dengan tujuh
kategori yang ada dan diperoleh baik dari lahan
perkebunan maupun area kehutanan.

Perkiraan nilai lahan per hektar per tahun
untuk kawasan HTI mulai dari 350 hingga
700 dolar AS tergantung pada tipe area yang
diinginkan. Nilai tersebut lebih besar beberapa
kali jika dibandingkan dengan jumlah yang
saat ini diajukan oleh perusahaan-perusahaan
sebagai skema keuntungan dalam penanaman
tanaman kayu untuk bubur kertas. Hal ini

menunjukkan bagaiman kesulitan yang dihadapi
oleh perusahaan-perusahaan dalam meyakinkan
masyarakat yang melakukan klaim hak atas
lahan untuk dikonversi menjadi seperti yang
diinginkan oleh perusahaan.

Hampir semua produk atau sumberdaya
dapat ditemukan di pasar lokal atau mempunyai
pengganti yang tersedia di pasar, hal ini
memungkinkan penggunaan nilai keuangan
untuk kompensasi. Hal tersebut akan mendorong
masyarakat lokal untuk lebih memiliki keinginan
yang kuat untuk mendapatkan uang dari
area tanah atau sumberdaya yang saat ini
mendukung kehidupan mereka. Sehingga
memungkinkan bagi perusahaan-perusahaan
untuk mengkonversi lahan untuk kepentingan
keduanya; perusahaan dan masyarakat, apabila
perhitungan kompensasi dilakukan secara
tepat.

Nilai yang diperhitungkan saat ini untuk
area dalam konsesi HTI didasarkan pada
penggunaan yang ada saat ini sebagai alternatif
pemanfaatan yang terbaik bagi lahan tersebut.
Pada riset ini, tidak ada perbandingan dengan
penggunaan area secara produktif lainnya,
contoh seperti pada perkebunan sawit.
Alasannya adalah karena kita menghitung nilai
lahan di dalam konsesi, yang secara hukum
tidak dapat diganti dengan alernatif lainnya
selain pengembangan perkebunan kayu untuk
bubur kertas. Sehingga perkebunan sawit,
karet atau kopi tidak dipertimbangkan sebagai
alternatif pemanfaatan untuk lahan area
dimana studi dilakukan.
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REKOMENDASI

Untuk penyelesaian isu konflik lahan secara
tepat, perusahaan-perusahaan harus
memahami secara benar motivasi-motivasi
yang memicu konflik tersebut pada lokasi-lokasi
tertentu. Dengan menggunakan metodologi
yang dilakukan dalam studi ini, perusahaan
dapat meningkatkan pemahaman mereka
terhadap masyarakat beserta motivasinya, dan
menggunakan informasi ini untuk mengarahkan
investasi Pengembangan Masyarakat kepada
suatu cara yang dapat mengurangi konflik yang
berhubungan dengan biaya-biaya.

Pemahaman yang lebih baik mengapa
pembiayaan Pengembangan Masyarakat yang
besar terkait dengan area klaim yang lebih besar,
juga merupakan hal yang penting. Sehingga
perusahaan perlu untuk menentukan elemen-
elemen pembiayaan Pengembangan Masyarakat
yang menurunkan atau dapat menurunkan
klaim-klaim lahan serta mempromosikannya.
Elemen-elemen program Pengembangan
Masyarakat yang dapat memberikan pengaruh
sebaliknya harus dihapuskan. Penambahan
regresi dapat dilakukan untuk menghubungkan
lahan yang sedang dalam klaim dengan masing-
masing anggaran yang berbeda dalam program
Pengembangan Masyarakat, contohnya seperti
dibawah ini:

LC, = B, + B, Agrikultur, + f, Bantuan untuk
masyarakat, + B, Education, + B, dukungan
masyarakat, + 8, Infrastruktur,

(k adalah besaran untuk masing-masing
Kabupaten)

Dan setiap perusahaan dapat melakukan
perhitungan dengan rumus ini untuk jumlah
yang banyak dari area yang kecil, contohnya
kelompok-kelompok hutan daripada kabupaten,
untuk mendapatkan hasil yang lebih detail dan
tepat.

Kemungkinan lain adalah melakukan
pengujian apakah pembiayaan Pengembangan
Masyarakat dapat mengurangi area yang
diklaim, dengan menggunakan perubahan-
perubahan pada area yang diklaim untuk tahun
yang berbeda dan menentukan lag yang tepat
di dalam fungsi:

Julia Maturana, Nicolas Hosgood, dan Aditya Alit Suhartanto

(LC,,- LC)), = (B, + B,Agrikultur,, + B,Bantuan
untuk masyarakat, , + B, Education_, + j3,
dukungan masyarakat, , + B Infrastruktur )

(t adalah waktu, contohnya tahun)

Perusahaan-perusahaan di Indonesia juga
dapat membedakan sampel menurut periode-
periode waktu, membagi sampel dalam
waktu sebelum dan sesudah tahun 1998 atau
sebelum dan sesudah perubahan kebijakan
Pengembangan Masyarakat, lalu hitung apakah
ada perbedaan hasil dalam periode waktu
yang berbeda. Perhitungan ini akan membantu
untuk melihat pengaruh dari Pengembangan
Masyarakat saat ini terhadap pengurangan area
yang dipengaruhi oleh klaim-klaim dan untuk
menguji efektifitas dari kebijakan yang baru.

Beberapa hasil akan membantu memisahkan
variabel-variabel yang memberikan pengaruh
positif atau negatif dalam pengurangan area
yang dipengaruhi oleh klaim-klaim, dan
membantu perusahaan dalam menentukan
kebijakan baru terkait dengan program
Pengembangan Masyarakat. Perusahaan dapat
merealokasikan anggaran keuangan dari
variabel-variabel yang mendorong terjadinya
klaim kepada variabel yang mengurangi
klaim, atau menggunakan anggaran untuk
meningkatkan jumlah yang ditawarkan dalam
skema Perusahaan - Masyarakat.

Apabila perusahaan ingin meningkatkan
penerimaan terhadap skema®, perusahaan harus
meningkatkan manfaat yang akan diterima oleh
masyarakat untuk partisipasi mereka dalam
skema tersebut, dengan mempertimbangkan
biaya alternatif penggunaan terbaik untuk
setiap area di masing-masing lokasi tertentu.

Resiko yang muncul terkait dengan
perubahan tata guna lahan dari sistem yang
beragam menjadi hanya satu saja, tidak
dianalisa saat studi ini. Walaupun hampir semua
produk dapat ditemukan di pasar setempat
atau masyarakat mengakui bahwa ada produk
pengganti, beberapa jenis kegunaan mungkin
tidak disebutkan atau tidak memiliki pengganti
di pasar. Analisis yang lebih dalam perlu
dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat
dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang
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penting setelah lahan tersebut dikonversi sama
seperti sebelumnya. Resiko yang berkaitan
dengan pasar tidak juga di analisa; kayu untuk
produksi bubur kertas hanya dapat dijual pada
industri yang khusus di area tersebut; dan
apabila pabrik tersebut tutup, maka masyarakat
tidak akan memiliki pasar lain untuk kayu yang
mereka tanam dan akan memiliki kendala
biaya yang terkait dengan konversi lahan
yang baru. Beberapa jenis tanaman tertentu
mungkin akan secara total hilang dari area
tersebut atau akan memerlukan waktu yang
panjang untuk pengembangan ulang setelah
beberapa rotasi penanaman (utamanya adalah
Acacia spp). Resiko ini perlu diperhitungkan

saat mengembangkan skema, dan masyarakat
harus mengerti pengaruh dari resiko tersebut,
menyepakati strategi dan komitmen dari kedua
belah pihak untuk menguranginya. Hal ini
sangat mendasar ketika komitmen yang akan
dibuat bersifat jangka panjang (FAO 2002).

Masalah-masalah yang terkait dengan
kemungkinan peningkatan harga produk ketika
kebutuhan pasar lokal meningkat belum
diperhitungkan dalam studi ini. Perusahaan
harus memperhitungkan elemen ini untuk
menghitung secara tepat manfaat yang
akan ditawarkan kepada masyarakat untuk
keberhasilan perjanjian-perjanjian jangka
panjang.
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Studi ini melihat dua isu penting yang dihadapi oleh
perusahaan perkebunan di Indonesia, yaitu dampak
dari klaim lahan dan peran skema kemitraan. Studi
dilakukan dengan kolaborasi dengan beberapa
perusahaan perkebunan di negara ini. Klaim lahan
mempunyai dampak yang signifikan terhadap
perusahaan perkebunan dan terus mempengaruhi

area yang tidak kecil, meskipun perusahaan telah
menghabiskan waktu bertahun-tahun dan usaha-usaha
yang memakan biaya untuk mengurangi luas dan
jumlah area yang terkena klaim. Skema kemitraan
hanya mencapai hasil yang kecil, dimana sebagian
masyarakat memilih untuk tidak berpartisipasi dalam
menanam pohon kayu. Dokumen ini mempelajari klaim
lahan dengan menggunakan data historis. Dokumen

ini juga menceritakan secara detil penggunaan
masyarakat terhadap metode partisipatif yang baru
saja dikembangkan untuk memberi kejelasan mengenai
isu-isu ini. Meskipun data dan analisis difokuskan
kepada Indonesia, kesimpulan yang dihasilkan dapat
diaplikasikan di situasi serupa di negara-negara tropis
lainnya dan membantu memperbaiki jalan dimana
perusahaan dan masyarakat dapat hidup berdampingan
dan berhubungan satu sama lain.
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